KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REFPUBLIK INDONESIA

Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN

KETUA MRI-IKFLH&H AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa ketentuan dalam Keputusan Ketua
Mahkamah Apung Nomor
I-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman
Pelayanan Informasi di Pengadilan sudah
tidak sesuai dengan perubahan regulasi serta
kebutuhan agar sesuai dengan standar
pelayanan informasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
mempertimbangkan asas cfektil dan efisien,
periu menetapkan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung tentang Standar Pelayanan
Informasi Publik di Pengadilan;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah
beberapa  kali  diubah  terakhir denpgan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

scbagaimana telah dinbah dengan Undang-



MENETAPKAN

KESATU

KEDUA

KETIGA

.
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun

2021 tentang Standar Layanan Informasi

Publik;
MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI PENGADILAN.

Memberlakukan Pedoman Pelayanan Informasi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ sampai
dengan Lampiran XVII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Memberlakukan layanan informasi di Pengadilan
diselenggarakan secara elektronik melalui media
Layanan Informasi dan Dokumentasi secara
elektronik (e-LID) ataupun dapat diberikan secara
langsung melalui meja informasi pada Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan.
Putusan/penetapan pengadilan beserta

turunannya yang diperoleh sebagai informasi
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publik tidak dapat dijadikan schagai alat bukti atau

dasar melakukan suatu upayva hukum dan/atau

permohonan eksekusi.

4. Pemberian penjelasan tentang hal-hal vang
berhubuingan dengan pengadilan di loar
ketentuan keputusan ini, berupa namun tidak
lerbatas  menyampaikan kepada media
tentang isu yang menjadi perhatian publik,
dilaksanakan oleh hakim agung/hakim vang
ditunjuk oleh Ketua Mahkamah
Agung/pengadilan scbagai juru bicara.

b, Pelaksana layanan informasi publik di
pengadilan harus menyediakan informasi
yang dibutuhkan vleh juru bicara pengadilan
dalam menjalankan tugas, tanggung jawab,
dan kewenangannya.

c. Penunjukan, tugas, tanggung jawab, dan
kewenangan  juru  bicara  pengadilan
sebagaimana dimaksud pada huraf &
dijelaskan lebih lanjut dalam pedoman teknis.

Layanan informasi publik di pengadilan pajak

berpedoman pada keputusan ini yang disesuaikan

dengan organisasi pengadilan pajak.

Pelaksana layanan informasi  publik  yang

melanggar  serta  menghalangi  pelaksanaan

pedoman ini dikenai sanksi berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Segala biaya layanan informasi dibebankan kepada

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-

masing satuan kerja,
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KEDELAPAN : Pada saat keputusan ini mulai berlaku;
1.  Keputusan Keltua Mahkamah Agung Nomor 1-
144 /KMA/SK/1/2011  tentang  Pedoman
Pelayanan Informasi di Pengadilan; dan
2.  Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung
Bidang Non Yudisial Nomor 01/WEKMA-
NY/SK/L/2009 tentang Pedoman Pelayanan
Informasi pada Mahkamah Agung Republik
Indonesia
dicabut dan dinyvatakan tidak berlaku lagi.
KESEMBILAN : Keputusan ini mulai  berlaku sejak tanggal
ditetapkan, dengan ketenluan apabila di kemudian
hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakaria

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI

2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI

3. Panitera Mahkamah Agung RI

4, Sekretaris Mahkamah Agung RI

3. Para Pejabat Eselon 1 dan Eselon Il di lingkungan Mahkamah
Agung Rl

6. Para Panitera Muda Perkara dan Panitera Muda Kamar

Mahlkamah Agung Rl
7. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di seluruh
Indonesia

8, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh
Indonesia.



LAMPIRAN [:  KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR | 2-144/KMA/SK/VII/2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022

PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI

DEFINISI

1.

3.

Informas: adalah keterangan, pernyataan, dan tanda-tanda yang
mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasantya yang dapat dilihat, didengar, dan dibace yang
disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai cengan
perkembangan  teknologi informasi dan komunikasi secara
elektronik ataupun nenclektronik.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data
elekironik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,
gambar, peta rancangan, loto, Electronic Data Interchange (EDI),
surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau
scjenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau
perforasi yang telah dielah yang memiliki arti atau dapat dipahami
oleh orang yang mampu memahaminya.

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang
dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam
bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya,
vang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui
komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas
pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi
yang memililka makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang
yang mampu memahaminya.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkal PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang
koordinasi  penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,
dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
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11.

12.

13.

4.

s

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, dis:mpan,
dikeclola, dikirim, dan/atau diterima dan dikoordinasikan oleh
Pengadilan vyang berkaitan dengan penvelenggara dan
penyelenggaraan tugas dan fungsi pengadilan serta informasi lain
vang berkaitan dengan kepentingan publik.

Layanan Informasi dan Dokumentasi secara Elektronik (e-LID)
adalah sistem layanan informasi publik sccara elektroniz yang
disediakan oleh Mahkamah Agung,

Pengadilan adalah Mahkamah Agung dan pengadilan <ingkat
pertama dan tingkat banding dalam empat lingkungan badan
peradilan, termasuk pengadilan pajak,

Pemohon Informasi Publik adalah orang dan/atau badan hukum
yang memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan
informasi ke pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Urang adalah orang perorangan, kelompok orang, atau badan
publik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan,
dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
Penyandang Disabilitas adalah setiap orang vang mengalami
keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam
jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan
dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpar-isipasi
secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Portal Satu Data Indoncsia adalah media bagi-pakai data di
tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan
teknologl informasi dan komunilkasi.

Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk
dibagipakaikan antar sistem elektronik vang saling berinteraksi,
Bantuan Kedinasan adalah kerjasama antar badan publix guna

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan  pelayanan
publile,
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Daftar Informasi Publik yang selanjutnva disingkat DIF adalah
catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang scluruh
Informasi Publik yang berada di bawah penpuasaan Pengadilan,
namun tidak termasuk Informasi vang dikecualikan.

Komisi Informasi adalah lembaga mandin vang berfungsi
menjalankan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi
Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk
teknis standar layanan Informasi Publilk, dan menyelesaikan
sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi
nonlitigasi,

Meja Informasi adalah layanan informasi publik pada Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (FTSP) di Pengadilan.

Hari adalah hari kerja.

HAK PEMOHON [INFORMASI DAN KEWAJIBAN PENGGUNA
INFORMASI

A.

Hak Pemohon Informasi
1.  Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap Orang berhak:
melihat dan mengetahui Informasi Publik;
menghadirt pertemuan publik yvang diselenggarakan
oleh Pengadilan guna memperoleh Informasi Publik;

c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui
permohonan  $sesuai denpan  ketentuan  peraturan
perundanpg-undangan; dan/atau

d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan
peraturan perundang-undanpan.

3. Betiap pemochon Informasi Publik berhak mengajukan
permohonan Informasi Publik disertai alasan permohonan

tersebut.
4, Setiap pemchon Informasi Publik berhak mengajukan

sengketa  informasi  publik  sesuai  denpan  peraturan
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perundang-undangan apabila dalam mempercleh Informasi
Publik mendapat hambatan atau kegagalan,

B. Kewajiban Pengpuna Informasi

Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik

sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

1. HAK DAN KEWAJIBAN PENGADILAN

A. Hak Pengadilan
Pengadilan berhalk.

1s

Menolak memberikan Informasi Publik yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Memperoleh suatu Informasi Publik dari Badan Publik
lainnya dengan mekanisme Bantuan Kedinasan dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Menolak memberikan dokumen cetak terkait data elektronik
vang diminta dalam hal telah tersedia dalam sistem informasi

pengadilan.

B. Kewajiban Pengadilan

ki

Pengadilan berkewajiban:

a. mengikuti standar pelayanan, kelembagaan pengelola
informasi dan dokumentasi yang ditctapkan dalam
lampiran keputusan ini;

b. menectapkan dan memutakhirkan DIP;

c. membuast dan mengumumkan laporan  layanan
Informasi Publik;

d. menyampaikan salinan laporan layanan Informasi
Publik kepada Komisi Informasi; dan

e. melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan
pelaksanaan layanan Informasi Publik.

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1

dilaksanakan dengan memperhatikan:

&, perlindungan Data Pribadi yang ditentukan Peraturan

Perundang-undangan;
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b, pengaburan Informasi sebagaimana dimsksud dalam
pedoman ini; dan

¢. pemenuhan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

KATEGORI INFORMASI

A. Informasi Publik yang wajib dibuka terdiri dari:

1.

2.
3.

Informasi yang wajib disediakan dan diomumkan secara
berkala;
Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan

Informasi vang wajib tersedia setiap saat,

B: Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf A disediakan

dalam bentuk Dokumen Elektronik atau dokumen cetak dan

wajib memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.

C. Informasi Publik berupa Informasi Elektronik hanya disediakan

dalam bentuk dokumen cetak atas permintaan Pemohon

Informasi.

D.  Informasi yang tidak dapat diberikan terdiri atas:

1.
2

Informasi yang dapat membahayakan negara;

Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan
usaha dari persaingan usaha tidak sehat;

Informasi yang berkaitan dengan hak dan/atau Data Pribadi;
Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;

Informasi yang diminta belum  dikuasai atau
didokumentasikan; dan/atau

Informas: Publik vang dikecualikan berdasarkan ketentuan
peraluran perundang-undangan dan/atau pedoman ini.

E. Informasiyang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
aleh Pengadilan

L

Informasi Profil dan Pelavanan Dasar Pengadilan.
a. Profil Pengadilan meliputi:
1} tugas, fungsi, dan yunsdiksi Pengadilan;
2} struktur organisasi Pengadilan;
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3] alamat, telepon, faksimili, situs resmi, dan pos-el
Pengadilan;

4] profil singkat pimpinan Pengadilan;

9] profil singkat pejabat pimpinan tinggi madya dan
pejabal pimpinan tinggl pratama;

B] daftar nama pejabat dan hakim di Pergadilan: dan

7] lembar pengumuman Laporan Harta Kekayaan
Pejabat Negara [LHKPN) dari KPK.

Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara vang

menjadi kewenangan Pengadilan.

Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian

perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain

sesuai  dengan kKewenangan, tugas dan kewajiban

Pengadilan,

Agenda sidang pada pengadilan tingkat pertama dan

pengadilan tingkat banding.

Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat

.

Hak para pihak yang berhubungan dengar. peradilan,
antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas
pembebasan biaya perkara, serta hak-hak pokok
dalam proses persidangan.

Tata cara pengaduan dugaan pelanpggaran yang
dilakukan hakim dan aparatur Pengadilan secara
manual mauput elektronik,

Hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan aparatur
Pengadilan,

Tata cara memperoleh pelayvanan informasi, tata cara
mengajukan keberatan terhadap pelayvanan informasi,
serta nama dan nomeor kontak layanan informas.

Hak pemochon informasi dalam pelavanan informasi.
Biaya perolehan salinan informasi:

1} Informasi Elektronik diberikan tanpa biaya,/ secara

cuma-cuma; dan
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2] Informasi yang diberilkan dalam bentuk cetak
dikenakan biaya yang meliputi biava penggandaan

dan biaya transportasi jika menggunakan sarana

berbavar,
3. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja
Pengadilan
a. Ringkasan Informasi tentang program dan/atau

keglatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang paling

kurang terdir] atas:

1] nama program dan kegiatan;

4] penanggungjawab, pelasksana  program  dan
kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat
yang dapat dihubungi;

3] tarpet dan/atau capaian program dan kegiatan;

4)  Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; dan

3]  sumber dan jumlah anggaran varng digunakan,
vang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan
Anggaran (DIPA), dokumen anggaran _ainnya
seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran,
proposal, dan sebagainya,

Ringkasan Laporan Akuntablitas Kinerja Iastansi

Pemerintah [LAKIP).

Ringkasan laporan keuangan vang telah diaucit oleh

Badan Pemeriksa Keuangan, paling kurang terdiri atas;

1}  rencana dan laporan realisasi anggaran; dan

2} neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan
keuangan yang disusun sesuai dengan standar

akuntans: yang berlaku.

d. Ringkasan daftar aset dan inventaris.

.

Informasi tentang pengumuman pengadaan barasg dan
Jasa scsual dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan,
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Informasi Laporan Akses Informasi

Ringkasan laporan akses informasi yang paling kurang

terdiri atas:

a. jumlah permohonan Informasi yang diterima;

b.  waktu wang diperlukan dalam memenuhi setiap
permohonan Informasi;

€. jumlah permohonan informasi yang dikabulka=n baik
sehagian atau scluruhnya dan permohonan Informasi
vang ditolak; dan

d. alasan penolakan permoheonan Informasi.

Infermasi Lain

Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur

evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilar.

Informasi Wajib Diumumkan secara Berkala oleh Mahkamah

Agung selain informas) yang disebutkan pada huruf E sebagai

berilkut:

1

Informasi tentang penerimaan calon aparatur sipil nepara,
calon hakim, hakim ad hoc, jabatan pimpinan tinggl madya
dan jabatan pimpinan tinggi pratama, dan/atau kebutuhan
formasi hakim agung, yang paling kurang berisi:

a. informas penerimaan;

k. tata cara pendaftaran;

c. daftar posisi yang disediakan, jumlah formasi yang
dibutuhkan, tashapan secleksi, serta persyaratan dan
kualifikasinya;

d. tahapan dan waktu proses rekrutmen;

¢. komponen dan standar nilai kelulusan; dan

. daftar calon yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu
dalam hal seleksi lebih dari satu tahap dan daftar yang
diterima.

kebijakan Mahkamah Agung berupa Peraturan Mahkamah

Agung, Surat Edaran Mahkamah Apung, Keputusan Ketua
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Mahkamah Agung, dan kebijakan lainnya wang telah
diterhitkan;
3. daftar rancangan dan tahapan pembentukan Peraturan
Mahkamah Agung vang sedang dalam proses pembentukan;
yurisprudensi Mahkamah Agung;
putusan Mahkamah Agung;
laporan tahunan Mahkamah Agung; dan

S

rencana strategis Mahkamah Agung.
Informasi yang Wajib Diumumbkan secara Serta Merta
Pengadilan wajib mengumumkan secara serta merta Informasi
yang mengganggu pelayanan publik di Pengadilan, meliputi
namun tidak terbatas pada:
l.  Inlormasi rencana pemeliharaan dan/atau gangguan sarana
dan prasarana utilitas publik;
Informasi gangguan keamanan yang sedang terjadi; dan
3. Informasi tentang persebaran dan sumber penvakit yang
berpotens menular,
Informesi yang Wajib Tersedia scltiap Saal
Pengadilan wajib mengelola dan memelihara jenis Informasi di
bawah ini untuk memastikan bahwa Informasi tersebut tersedia
dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat.
1. Umum
a. SBeluruh Informasi lengkap yang termasuk dalam
kategort Informasi vang wajib diumumkan secara
berkala oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam
bagian IV.E, IV.F, dan IV.G.
b. [Informasi lamn yang:
1} tidak termasuk kategori Informasi  vang
dikecualikan (bagian IV.1], yakm setelah dilakukan
uji konsekuensi sebagaimana dimaksud bagian X;
4} telah dinyatakan sebagal Informasi yang dapat
diakses berdasarkan keputusan PPID, putusan

Komisi Informasi dan/atau putusan pengadilan
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yang telah berkekuatan hulkum tetap.

Pemohon informasi yang merupakan calon hakm dan

calon aparatur sipil negara dapat meminta informasi

mengenal  hasil penilaian  pada tahapan yang

dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

DIF vang paling kurang memuat:

1] nomor;

2]  ringkasan isi Informasi;

3] pejabat atau unit/satuan kenja vang menguasai
Informasi,

4] penanpggungjawab pembuatan atau pensrbitan
Informasi;

3]  waktu dan tempat pembuatan Informasi;

B) bentuk Informasi yang tersedia (cetalt atau
elektronik); dan

7)  jangka walktu penyvimpanan atau retensi arsip.

Daftar sebagaimana dimaksud butir d tidak boleh

memuat Informasi yang dikecualikan.

Format DIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.

Informasi tentang Perkara

a.
b

Informasi dalam register perkara.

Data statistik perkara, antara lain; jumlah dan jenis
perkara.

Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan
perkara.

Laporan penggunaan biaya perkara.

Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang
telah maupun yang belum berkekuatan hukum tetap
(dalam bentuk fotokopi atawu naskah elekironik, bukan
salinan resmi), kecuali ditentukan lain oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Naskah cetak dari putusan/penetapan pengadila< tidak
dapat diberikan apabila sudah tersedia dalam SIP,
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Informasi tentang Pengawasan dan Pendispilinan

.

Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yvang
diternukan pengawas atau yang dilaporkan oleh
masyarakat serta tindalklanjutnya.

Langkah wyang tengah dilakukan Pengadilan dalam
pemeriksaan dugaan pelanggaran vyang dilakukan
hakim atau aparatur pengadilan vang telah diketahui
publik  (sudah dimuat dalam media cetak atau
elektronik].

Jumlah hakim atau aparatur pengadilan vang dijatuhi
hukuman disiplin beserta jenis pelangparan dan jenis
bukuman disiplin yang djatuhkan,

Inisial nama dan unit/satuan kerja hakim atau
aparatur pengadilan vang dijatuhi hukuman disiplin,
jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin vang
dijatuhkan.

Informasi tentang peraturan, kebijakan dan hasil penelitian

il.

Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua

Mahkamah Apung, Keputusan Wakil Ketua Mahkamah

Apung, dan Surat Edaran Mahkamah Agung yvang telah

disahkan atau ditetapkan.

Naskah seluruh Peraturan Mahkamah Agung,

Keputusan Ketua Mahkamah Apung, Keputusan Walkil

Ketua Mahkamah Agung, dan Surat Edaran Mahkamah

Apung yvang telah disahkan atau ditetapkan yang

mengikat danjatau berdampak penting bagi publik,

antara lain:

1) dokumen pendukung seperti naskah alkademis,
kajian  atau pertimbangan wvang mendasari
terbitnya Peraturan Mahkamah Agung;

2] masukan dan berbagai pihak atas usulan
peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut,
dalam hal tersedia;
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3] risalah rapat dari proses pembentukan peraturan,
keputusan atau kebijakan tersebut dalam tahap
setelah draft awal sudah siap didiskusikan secara
lebih uas;

4] rancangan peraturan, kepulusan ataun kebijjakan
tersebut; dan

3] tahapan perumusan peraturan, keputusan atau
kebijakan tersebut.

Pertimbangan atau nasihat hukum vang diberikan

Mahkamah Agung sesual dengan kewenangan dalam

peraturan perundang-undangan.

Rencana strategis dan rencana kerja Pengadilan.

Daftar serta hasil penelitian vang dilakukan,

Informasi dan kebijakan vang disampaikan oleh pejabat

Pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk

LI .

Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawsaian

dan Keuangan

.

Pedoman  pengelolaan  organisasi, administrasi,
personel, dan keuangan Pengadilan.

Standar dan maklumat pelayanan Pengadilan.

Profil halam dan aparatur Pengadilan vang meliputi:

1} namas;

2] nwayat pckerjaan;

3] posisi;

4} riwayat pendidikan; dan

a)  penghargaan yang diterima,

Data statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain,
jumlah, komposisi dan sebaran hakim dan aparatur
Pengadilan.

Anggaran Pengadilan maupun unit pelaksana teknis

serta laporan keuangannya.
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Surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengar pihak
ketiga berikut dokumen pendukungnya.

Surat menyurat pimpnan atau pejabat Pengadilan
dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan lungsinya,
kecuali yvang bersifat rahasia.

Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja.

. Informasi yvang Dikecualikan

1.

Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian

tertentu dari Informasi yang tidak disebutkan secara tegas

dalam kelompok Informasi pada bagian IV.E, bagian IV.F,
dan bagian IV.G yang menurut PPID atau Atasan PPID,

setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebegai:

a.

C,

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informas: Publik dapat menghambat proses
penegakan hulkoum:

Informasi yvang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon  Informasi  Publik  dapat mengganggu
kepentingan perlindungan hak atas kekayaan
mtelektual dan perlindungan dari persaingan usaha
tidak sehat;

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat membahavakan
pertahanan dan keamanan negara;

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kecpada
FPemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan
kekayaan alam Indonesia;

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketehanan
ekonomi nasional)

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon  Informasi  Publik  dapat  merugikan
kepentingan hubungan luar negeri;
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Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon
Informasi Publik dapat mengungkapkan isi akta otentik
yvang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun
wasiat sescorang,;

Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon
Informasi Publik dapat mengungkap rahasia prikadi;
Memporandum atau surat antara Pengadilan dengan
badan publik lain atau intra Pengadilan, yvang menurut
sifatnya dirahasiakan vang apabila dibuka dapat secara
serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan
undang-undang sesuai  dengan  perincian dan
penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

Informasit yang dikecualikan di Pengadilan adalah:

.

Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk
advsblaad,;

identitas lengkap hakim dan aparatur Pengadilan yang
diberikan sanlsi;

Sasaran Kinerja Pegawsa (SKP) atau evaluasi kinerja
individu hakim atau aparatur Pengadilan;

identitas  pelapor vang meminta identtasnva
dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaran
hakim dan aparatur Pengadilan;

identitas hakim dan aparatur Pengadilan vyang
dilaporkan yvang belum diketahui publik;

catatan dan dokumen wvang diperoleh dalam proses
mediasi di pengadilan;

Informasi vang dapal mengungkap identitas pihak
tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam
perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam bagian
VIIT huruf B Pedoman ini; dan
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h. berita acara sidang dan alat bulti.

Uji konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualilkan
sebagaimana dimaeksud pada angka 2 dilakukan oleh PPID di
lingkungan Mahkamah Agung,

Pengecualian terhadap sebagian Informasi dalam suatu
salinan Informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk
mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan
Informasi tersebut.

Informasi yang dikecualikan dan dinyatakan terbula oleh
putusan komisi Informasi atau pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dimasuklkan ke dalam DIP dan
wajib disediakan untuk dapat diakses sctiap Orang.

Jangka waktu pengecualian Informasi  ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PPID menetapkan Informasi yang dikecualikan menjadi
Informasi Publik paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum
berakhirnya jangka waktu pengecualiannya,

Dalam hal PPID tidak melakukan penetapan sebagaimana
dimaksud pada angka 7, Informasi tersebut menjadi
Informasi Publik pada saat berakhirnya jangka waktu

pengecualian.

V. PELAKSANA PELAYANAN INFOREMASI

A, Struktur pelaksana pelayanan informasi dan dokumentasi di

Pengadilan terdiri dari:

b3

B Gl

()]

Dewan Pertimbangan;

Atasan Pejabal Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan
PPIDYJ;

PPID;

PPID Pelaksana;

Petugas Layanan Informasi.
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Struktu- pelaksana pelayanan Informasi dan dokumentasi

scbagaimana dimaksud pada hurul A termuat pada Lampiran

XVL

Pelaksana pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding

Pelaksana pelayanan Informasi dilakukan cleh pejabat sebapai
berikut.

e

Dewan Pertimbangan dijabat oleh pimpinan Pengadilan dan
Pamitera.

Atasan PPID dijabat oleh Sckretaris.

PPID dijabat oleh panitera muda hukum vang melaksanakan
tugas dan fungsi koordinasi Layanan Informasi.

PPID Pelaksana dijabat oleh para panitera muda dan para
kepala bagian atau kepala sub bagian dalam hal pada
struktur organisasi tidak terdapat kepala bagian.

Petugas Layanan Informasi dijabat oleh aparatur Pengadilan

yang ditunjuk oleh Atasan PPID.

Pelaksana pada Mahlkamah Agung

Pelaksana pelayanan informasi dilakukan cleh pejabat sebagai
berikut.

: B

Dewan Pertimbangan dijabat oleh Panitera Mahkamah

Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur

Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan

Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Kepala

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan

Pelatihan Hukum dan Peradilan, dan Kepala Badan

Pengawasan.

Atasan PPID dijabat oleh Sckretaris Mahkamah Apung.

PPID dyabat oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan

Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

PPID Pelaksana dijabat oleh:

a. sekretans Kepaniteraan Mahkamah Agung;

b.  Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung;
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Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung,

Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung;
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan
Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung;

Sekretans Badan Pengawasan Mahkamah Agung:
Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung;

Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung;

Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung;

Kepala Bire Perlengkapan Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung,

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan
Administrasi Mahkamah Agung;

Kepala Bire Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan
Administrasi Mahkamah Apung;

Panitera Muda Perkara Pidana Kepaniteraan Mahkamah
Agung;

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Kepaniteraan
Mahkamah Agung;

Panitera Muda Perkara Perdata Kepaniteraan
Mahkamah Agung;

Pamitera Muda Perkara Perdata Khusus Kepan‘teraan
Mahkamah Agung;

Panitera Muda Perkara Apama Kepaniteraan Mahkamah
Agung;

Panitera Muda Perkara Militer Kepaniteraan Mankamah
Agung, dan
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5.  Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Kepaniteraan
Mahkamah Agung.

Petugas Layanan Informasi dijabat oleh aparatur Pengadilan

vang ditunjuk oleh Atasan PPID.

Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Dewan Pertimbangan

1.

Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam
menetapkan standar biaya perclehan salinan Informasi di
unit/satuan kerjanya dalam hal salinan Informasi Publik
perlu digandakan dengan menggunakan sarana berbayar.
Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam
menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DIP di
unit/satuan kerjanya.

Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam
menyusun tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh
Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan,
Memberikan pertimbangan kepada PPID dalam pengujian
tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam
Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan  Informasi  Publik sebelum  menyatakan
informasi publik tertentu dikecualikan.

Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam hal
terjadi sengketa Informasi.

Memberikan pertimbangan lain kepada Atasan PPID/PPID
terkait pelaksanasn layanan Informasi Publik di Pengadilan.

Tugas, Tanggung jawab, dan Kewenangan Atasan PFID

Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan
mmformasi dan dokumentasi secara efekil dan ehisien
berbasis teknolog mnformasi di unit/satuan kerjanya.
Mengangkat PPID, PPID Pelaksana, dan Petugas Layanan
[nformasi.

Menganggarkan pembiayaan layanan Informasi.
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10,

11,

12,

13.

29

Menyedialkan sarana dan prasarana layanan informasi,
termasuk papan pengumuman dan meja  informasi
unit/satuan kerjanya serta situs resmi.
Menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi di
unit/satuan kerjanya dalam hal salinan Informasi Publik
periu digandakan dengan menggunakan sarana berbayar.
Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DIP di
unit/ satuan kerjanva.
Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh
Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan.
Membuat dan mengumumkan laporan tentang lavanan
informasi sesuai dengan Pedoman ini melalui media e-LID di
unit/satuan kerjanyva.
Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan
layanan Informasi di unit/satuan kerjanva,
Mewakili unit/satuan kerjanya di dalam proses penyve esaian
sengketa di Komisi Informasi dan pengadilan atau
mewakillkan kepada kuasanya.
Memperhatikan  pertimbangan vang disampaikar oleh
Dewan Pertimbangan.
Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) baik secara
manual maupun secara elektronik berupa:
a. pengumuman infarmasi;
b.  pengelolaan permohonan Informasi;

pengelolaan keberatan atas Informass;
d. penanganan sengketa Informasi Publik oleh Atasan

FPID;
c. penetapan dan pemutakhiran DIP;
[.  pengujian tentang konsekuensi;
g. pendokumentasian Informasi Publik; dan
h. pendokumentasian Informasi vang dikecualikan,
Atasan PPID yang berada di bawah Mahkamah Apung
menyusun S0P sebagaimana dimaksud pada angka 12



-24-

mengikuti  standar wyang diberlakukan di lingkungan
Mahkamah Agung.

G. Tugas, Tanggung jawab, dan Kewenangan PPID

1.
2,

Menetapkan kebijalcan lavanan Informasi Publik,
Mengkoordinasikan pendokumentasian scluruh Informasi

dalam bentuk cetak atan elektronik yang meliputi.

a. Informasiyang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala.

b. Informasi yvang wajib tersedia setiap saat.

c. Informasi terbuka lainnya vang diminta Pemohon
Informasi.

Mengkoordinasikan pendataan Informasi di  Pengadilan
dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran DIP paling
kurang 2 {dua) kali dalam 1 {satu) tahun guna memastikan
ketersediaan Informasi Publik dan jangka waltu
penyimpanan Informasi Publik,

Mengkoordinasikan pengumuman Informasi vang wajib
divmumkan secara berkala melalui media e-LID atau media
lainnya.

Mengkoordinasikan pemberian Informasi yang dapat diakses
alex publik dengan Petugas Layanan Informasi.
Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara
berkala dan/atau sesual dengan  kebutuhan dalam
melaksanakan pelayanan Informasi Publik.

Meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau
Petugas Layanan Informasi dalam melaksanakan pelayvanan
Informasi Publik.

Melakulkan pengujian tentang konsekuensi yang timbul
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
sebelum menyatakan Informasi  Publik  tertentu
dikecualikan.
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10.

11,

12,

13.

14,

15:
16,

25—

Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi secara
jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi ditolak,
Mengkoordinasikan  penghitaman  atau  pengaburan
Informasi yang dikecualikan beserta alasannya <epada
Petugas Layanan Informasi.

Mengembanghkan kapasitas pengelola lavanan Informasi
da’am rangka memberikan lavanan secara prima (service
excellent).

Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan
keberatan Informasi diproses berdasarkan prosedus vang
berlaku.

Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait
dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik yvang efeltif
dan efisien.

Memperhatikan pertimbangan vang disampaikan oleh
Dewan Pertimbangan.

Menetapkan laporan layanan Informasi Publik,

PPID bertanggung jawab kepada Atasan PPID dalam
melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya,

Tugas, Tanggung jawab, dan Kewenangan PPID Pelaksana

1.

Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tuges, dan

kewenangannya.

Mendokumentasikan seluruh Informasi dalam bentuk cetal

atau elektronik yang meliputi:

8. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala;

b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan

c. Informasi terbuka lainnva yang diminta Pemohon
Informasi,

Membantu PPID melakukan pemutakhiran DIP paling

kurang 2 {dua) kali dalam 1 (satu) tahun,
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Membantu PPID mengumumkan Informasi vang wajib
divmumkan secara berkala melalui media e-LID atau media
lainnya.

Membantu PPID melakukan pengujian tentang konsckuensi
yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik
tertentu dikecualikan.

Membantu PPID menyusun alasan tertulis pengecualian
Informasi secara jelas dan tegas dalam hal permchonan
Informasi ditolak,

Mengkoordinasikan lavanan Informasi Publik dengan
Petugas Layanan Informasi.

Membantu PPID dalam menyusun laporan layanan Informasi
Publik.

Tugas, Tanggung jawab, dan EKewenangan Petugas Layanan

Informasi

1.

Memberikan layanan secara prima (service excellent] kepada
Pemohon Informasi.

Menerima dan memilah permohonan Informasi baik secara
manual maupun elektronik.

Mendokumentasikan permohonan Informasi dan keberatan
atas permohonan Informasi secara manual maupun
elektronik.

Meneruskan permohonan Informasi kepada PPID pelaksana.
Dalam hal sudah tersedia sistem layanan informasi secara
elektronik vang andal, petugas lavanan Informasi melsloukan
pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada anglka 3
secara elektronik,
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i

PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI

A

Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara

melihat, mengetahui, dan/atau mendapatkan salinan Informasi
Pullik.

Mahkamah Agung wajib menyusun, menetapkan, dan
menyebarluaskan standar layanan yang terdiri dari:

standar pengumuman;

standar permintaan Informasi Publik:

standar pengajuan keberatan;

standar penetapan dan pemutakhiran DIP;

R

standar pendokumentasian Informasi Publik dan Informasi
dikecualilcan:

6. standar pengujian konsekuensi; dan

7.  maklumat pelayanan.

Pengadilan mengumumkan Informasi yang harus diumumkan
secara berkala menggunakan e-LID, situs web Pengadilan, media
sosial FPID dan/atau Pengadilan, dan media lain yang mudah
dilihal masyarakat di gedung Pengadilan.

Pengumuman Informasi juga dilakukan melalui Portal Satu Data
Indonesia.

Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik  wajib
memperhatikan aksesibilitas bagi Penvandang Disabilitas paling
sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau braile.

Situs Mahkamah Agung dikelola dan berada di bawah tanggung
jawal Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masvarakat Badan
Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

Situs satuan kerja di bawah Mahkamah Agung dikelola dan
berada di bawah tanggung jawab pimpinan satuan kerja masing-
masing.

PFID memperbarui Informasi yang harus diumumkan secara
berkala paling sedikit & [enam) bulan sekali, kecuali untuk

Informasi sebagai berilkut:
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1. putusan dan penetapan Pengadilan diuvmumkan pada hari
yang sama dengan putusan dan penctapan tersebut
diucapkan dalam sidang terbulka untuk umum;

2.  Peraturan Mahkamah Agung diumumkan paling lambat 1
[satu] minggy setelah diundangkan dan Surat Edaran
Mahkamah Agung serta Keputusan Ketua Mahkamah vang
bersifat kebijakan diumumbkan paling lambat 1 (satu] minggu
setelah ditandatangant;

3. laporan tahunhan paling lambat -1 (satu}] minggu setelah
diluncurkan secara terbuka;

4.  agenda sidang secara realtime pada Sistem Informasi
Pengadilan {SIP); dan

rekrutmen paling lambat 1 (satu)] bulan sebelum

)|

pelaksanaan rekrutmen.
Format pengumuman dibuat dengan ringkas dengan
mencantumkan nama PPID danfatau PFID Pelaksana serta
alamat/nomor telepon vang dapat dihubungi apabila
Pemaohon / pengguna Informasi membutuhkan informasi rinci dari
pengumuman yang ada.
Pengumpulan Informasi yang termasuk dalam kategori yang
harus diumumkan secara berkala dari satuan kerja terkait di
Pengadilan dilaksanakan oleh PPID setiap tanggal 1 Desember,
untul diumumkan pada tanggal 2 Januari tahun berikutnya dan
1 Juni untuk diumumkan pada tanggal 1 Juli tahun tersebut.
PPID bertanggung jawab mengkoordinasikan pendokumentasian
Inlormasi Publik yang dikuasai.
Pendokumentasian Informasi Publik selain sebagaimana
dimaksud pada huruf K dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.
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PROSEDUR PELAYANAN FERMINTAAN INFORMASI

A.
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Gambar 1, Bagan Persyaratan Pengajuan Permohonan Informasi

Pemohon Informasi wajib melampirkan identitas pada saat

mengajukan permintaan Informasi berupa;

ik,

Pemohon Informasi perorangan paling kurang
melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat
keterangan kependudukan dari dinas kependudukan
dan pencatatan sipil;

Pemohon Informasi badan hukum paling kurang
melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum
vang telah mendapat pengesahan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau

Pemohon  Informasi kelompok  orang/organisasi
kemasyvarakatan harus melampirkan surat kuasa
khusus dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat
keterangan kependudukan pemberi  kuasa dan

penerima Kuasa,

Dalam  hal permohonan Informasi  diajukan  oleh

warganegara/ badan hukum asing, harus memenuhi syarat

sebaga berikut:
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A, warga negara asing paling kurang  melampirkan
identitas din atau izin tinggal scmentara, paspor dan
dokumen pendukung kepentingan terhadap Informasi
yang dimohonkan; atau

b. badan hukum asing paling kurang melampirkan
fotokopi akta pendinian badan usaha penanaman modal
asing yvang berbentuk persercan yang telah mendapat
pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia dan dokumen pendukung kepentingan
terhadap Infuormasi yang dimohonkan.

Petugas Informasi harus membantu Pemohon informasi

dalam mengajukan permohonan.

Khusus Informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan

Mahkamah Agung baru dapat diminta setelah putusan

tersebut diterimna oleh para pihak yang berperkara atau

setelah 1 [satu] bulan sejak putusan tersebut dikirimkan
oleh Mahkamah Agung ke pengadilan pengaju apabila tidak
tersedia secara clektronik dalam 3IP.

Pengadilan menyediakan sarana dan prasarana permintaan

Informasi Publik dengan memperhatikan aksesibilitas bagi

Penyandang Disabilitas,

Pengadilan wajib menyediakan sarana dan prasarana

permintaan Informasi Publik dengan dukungan teknologi

informasi.
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Gambar 2, Bagan Prosedur Permintaan Informasi

1.  Permchonan Informasi Publik diasjukan secara elektromik
melalui e-LID atau secara nonelektronik.

2. Pemochon mengisi formulir permohonan Informasi dan
Pengadilan memberikan salinannya kepada Pemohon,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I1.

3. Permohonan Informasi secara nonelektronik dilakukan
dengan cara:

a. Pemohon datang langsung ke layanan meja informasi;
atau

b,  Pemohon mengisi formulir permohonan Informasi dan
mengirimkannya melalul surat tercatat kepada PPID.

4. Formulir permohonan Informasi sebagaimana dimaksud
pada angka 2 paling kurang memuat;

a. nomaor pendaftaran vang diisi berdasarkan nomor
setelah permintaan Informasi Publik diregistrasi;

b. nama lengkap orang perorangan atau badan hukum
atau kuasanya;

c. mnomor induk kependudukan sesuai kartu  tanda

penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan
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badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;
d. alamat;
. nomor telepon/pos-l;
surat kuasa khusus dalam hal permintaan Informasi
Publik dikuasakan kepada pihak lain;
g. rincian Informasi yang diminta;
h. tujuan penggunaan Informasi;
1. cara memperoleh Informasi; dan
j-  cara menginimkan Informasi.
Petugas Layanan Informasi mengisi register permoaonarn,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV,
Daiam hal Pemohon Informasi datang langsung dan
termasuk Penyandang Disabilitas, pengisian formulir
permohonan Informasi Publik dapat dibantu oleh Fetugas
Layanan Informasi.
Petugas Layanan Informasi langsung meneruskan dokumen
permohonan Informasi kepada PPID Pelaksana.
PPID dibantu PPID Pelaksans melakukan pemeriksaan
kelengkapan permohonan Informasi Publik paling lambat 2
(figa) hari sejak permohonan dicatat dalam register
permohonan Informasi Publik.
Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap, PPID
menerbitkan  surat  keterangan tidak lengkap untuk
diberitahukan kepada Pemohon melalui Petugas Layanan
[nformasi secara elektronik atau nonelektronile.
Pemohon dapat menyerahkan perbaikan permohonan
schagaimana dimaksud pada angka 9 paling lambat 3 (tiga)
hari sejak surat keterangan tidak lengkap diterima dan jika
dalam tempo waktu tersebut Pemohon tidak menyverahkan
perbaikan permohonan, Petugas Lavanan Informasi atas
perintah - PPID memberikan  catatan pada  register
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permohonan Informasi Publik tanpa harus menindaklanjuti

Permintaan Informasi Publik yang diajukan.

Dalam hal Informasi vang dimohonkan belum dinyatakan

scbhagai informasi yang terbuka di dalam DIP, PPID

melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik.

Dalam hal permohonan ditolak, paling lambat 10 (sepuluh)

hari sejak menerima permohonan, PPID melalui Petugas

Lavanan Informasi menyampaikan pemberitahuan tertulis

kepada Pemohon Informasi  secara  elektronik  atau

nonelektronik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

Dalam hal permohonan diterima, PPID meminta PPID

Pelaksana memperkirakan waktu dan biayva yvang diperfulan

untuk menggandakan Informasi yang diminta, selanjutnys

paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak menerima
permohonan, PPID melalui Petugas Layanan Informasi
secara eleklronik atau nonelektronik  menyampaikan
pemberitahuan  tertulis  kepada Pemohon  Informasi,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI

Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka

12 dan angka 13 paling kurang memuat:

d. Informasi Publik vang diminta berada di bawah
penguasaannyea atau tidak;

b. keterangan badan publik vang menguasai Informasi
yang diminta dalam hal Informasi tidak berada di bawah
penguasaannya;

.. menerima atau menolak permintaan Informasi Publik
yang disertal dengan alasan;

d. bentuk Informasi Publik yang tersedia;
biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan

salinan Informasi Publik yang diminta;
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18.

19.

20,
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. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi
Publik yang diminta;

g. penjelasan atas penghitaman/ pengaburan Informasi
vang dirminta ila ada;

h. permintaan Informasi Publilk diberikan sebagian atau
seluruhnya; dan

i.  penjelasan apabila Informasi tidak dapat diberikan
karena belum dikuasai atau belum didokumentasilan.

Petugas Layanan Informasi memberikan kesempatan kepada

Pemohon Informasi apabila ingin melihat terlebih dahulu

Informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk

menggandakan atau tidak Informasi tersebut.

Petugas Layanan Informasi menggandakan Informasi vang

diminta dan memberikan Informasi tersebut  kepada

Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam

pemberitahuan tertulis.

Informasi diberikan kepada Pemohon Informasi dalam

bentuk Dokumen Elektronik kecuali dokumen vang hanya

tersedia dalam bentuk cetak.

Pengiriman Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud

pada angka 17 dilakukan melahu e-LID, Pos-el Pemohon,

ataun menvimpan informasi tersebut ke alat penyvimpanan

Dolkumen Elektronik yang disediakan oleh Pemohon.

Penggpandaan dokumen cetak dilakukan oleh Petugas

Lavanan Informasi.

Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana

dimaksud pada angka 13 paling lama 7 (tujuh) hari sejak

penyampaian pemberitahuan perpanjangan waktu kepada

Pemohon dalam hal:

a. Pengadilan belum menguasai atan mendokumentasikan
Informasi Publik yang diminta:

b. Pengadilan belum dapat memutuskan status Informasi

yang dimohonkan;
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¢. Informasi yang diminta bervolume besar; dan/atau
d. Pengadilan di wilayah tertentu  yang memiliki
keterbatasan untuk mengakses sarana penggandzan.

21, Sectelah menerima Informasi Publik, Pemchon mengis: tanda

terima Informasi Publik,

Biaya Penggandaan Informasi

1. Informasi Publik dalam bentuk Dokumen Elektronile diberilean
SECAra CUuma-cuma.

4. Biaya penggandaan Informasi publik dalam bentuk cetak
dibebankan kepada Pemohon.

J. Biava penggandaan merupakan  biaya | rill  untok
menggandakan Informasi Publik termasuk biaya transportasi
dan biaya pengiriman,

4. Pemochon membayar biaya penggandaan Informasi melahai
Petugas Layvanan Informast: dan Petugas Layanan Informasi
memberikan tanda terima sebagaimana tercantum dalam
Lamparan VII,

5. Seluruh Informasi Publik vang diberikan oleh Pengadilan
berdasarkan keputusan ini tidak dikenakan biaya PNEP.

PROSEDUR PENGABURAN SEBAGIAN INFORMASI TERTENTU
DALAM INFORMAS] YANG WAJIB DIUMUMEAN DAN INFORMASI
YANG DAPAT DIAKSES PUBLIK

A.

Data Pribadi berupa nomor induk kependudukan dikaburkan
pada keseluruhan isi putusan/penctapan.
Sebelum memberikan salinan Informasi kepada Pemohon atau
memasikkannya dalam situs web, PPID Pelaksana wajib
mengaburkan informasi vang dapat mengungkap identitas pihak
di bawah ini dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara
schagal bernkut.
1. Mengaburkan identitas saksi korban dan saksi lainnya
dalam perkara:
a. hndak pidana kesusilaan;
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A

b. tndak pidana yang berhubungan denpan kekerasan
dalam rumah tangga;

c. tndak pidana yang menurut undang-undang tentang
perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan
korbannya harus dilindungi; dan

d. tindak pidana lain  yang menuwrut hukum
persidangannya dilalkukan secara tertutup.

Mengaburkan identitas hakim, panitera sidang, jaksa

penuntut umum, penyidik, saksi, dan ahli dalam perkara

tindak pidana terorisme baik dalam keseluruhan isi putusan,

SIPF, dan sistem informas: lainnya yang digunakan

Pengadilan.

Mengaburkan identitas anak wyang berhadapan dengan

husum.

Mengaburkan identitas para pihak vang berperkara, saksi

dan pihak terkait dalam perkara:

a. perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat
scngketa perkawinan;

b. pengangkatan anak;

c. wasiat; dan
perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang
menurut hukum persidangannya dilakukan secara
tertutup.

Dalam hal terdapat perkara yang tidak disebutkan pada

angka 1 sampail dengan angka 4, namun mengandung

muatan pelanggaran kesusilaan, identitas pihak yang terkait
dengan peristiwa pelanggaran tersebut dikaburkan.

Gambar terkait pelanggaran kesusilaan dikaburkan,

Informasi yang harus dikaburkan berkaitan denpan identitas

pihak yang dimaksud pada hurul B, meliputi:

1.
2.

nama dan nama alias;

nomor induk kependudukan (NIK)/ paspor;
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3. pekerjaan, tempat bekerja dan identitas kepegawaian vang
bersangkutan; dan
4. sekolah atau lembaga pendidikan yvang diileuti.

Informasi yang harus dikaburkan berkaitan dengan bukti surat

dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf B, Serupa

nomor dokumen buleti.
Identitas ahli tidak perlu dikaburkan.

Pengaburan dilakukan dengan cara:

1. menghitamkan Informasi dimaksud hingga tidak dapat
terbaca, dalam hal pengaburan dilakukan terhadap naskah
cetak (hardoopyl;

2. tidak menampilkan Informasi yang dimaksud untuk publik

pada SIP dan sistem informasi lainnya yang digunakan oleh

Pengadilan; atawu

La

Mengganti Informasi yvang dimaksud dengan istilah lain

dalam naskah elektrenik (sefieopy), dengan tata cara sebagai

berikuat:
TATA CARA
INFORMASI CONTOH
PENGABURAN
Nama
Hakim, panitera 1. Mama hakim, . "Hakim" yang
silang, jaksa panitera sidang, kedudukannyva

penuntut umum,
dan penyidik
dalam perkara
tindak pidana

terorisme

jaksa penuntut
umum, dan penyidik
dalam perkara tindak
pidana terorisme
dikaburkan dengan
carg menuliskan
status (kedudukan)
mereka dalam

perkara.

sebagai Ketua
majelis manjadi
"KETUA
MAJELIS"

2. "Mabk” yvang

kedudukannya

sebagai penuntul
LITIum

disebutkan pada
urutan kedua
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INFORMASI c——— CONTOH
PENGABURAN
2. Jika dalam menjacdi
kedudukan yvang “PENUNTUT
sama lebih dari satu UMUM KEDUA"
orang, diberi urutan
nomor berdasarkan
urytan pemunculan
pada naskah
putusan,
b. Terdalowa, 1. Nama terdalowa, 1, "Mulyadi® vang

terpidana, dan
nama para pihak

terpidana serta para
pihak dalam kasus
tertentu dikaburkan
dengan cara
menuliskan status
(kedudukan] mercka
dalam perkara.

2. Jika hanya ada satua
orang terdalowa,
nama terdakwa
diganti menjadi
"TERDAKWA". Jika
ada lebih dari satu
terdakwa, maka
nama mercka digant
tnenjadi
"TERDAKWA I",
"TERDAKWA II" dan
seterusnya. Hal yang
sama diterapkan bagi
terpidang dan para
pihak.

statusnys adalah
terdakwa dalam
per<ara dengan
terdakwa
tunggal, menjadi
"TERDAKWA"

2. "Mulyantc” yang
merupakan
terdakwa tedua
dalam perkara
yvang melibatkan
lebih dan satu
terdakwa menjadi
"TERDAKWA IT"

3. "Mulyatne” yvang

statasnva adalah
penggugat ketiga
dalam ka=us
vang melibatkan
lebih dari satu
pengrugat
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INFORMASI e CONTOH
PENGABURAN
3. Pemberian urutan menjadi
nomor dilakukan "PENGGUGAT III
berdasarkan uratan
pemunculan pada
naskah putusan.

c. Anak . Nama anak 1, "Yadr"
dikaburkan dengan merupakan anak
cara menuliskan yang statusnya
status (kedudulan) sebagai korban
mereka dalam pertama dalam
perkara. suatu perkara

. Pemberian urutan menjadi
nomor dilakukan "ANAK KORBAN
berdasarkan urutan "
pemunculan pada 2, ™adi®
naskah putusan. merupakan anal
yvang statusnya
sebagai korban
kedua dalam
suatu perkara
menjadi
"ANAK KORBAN
"
d. Saksi . Nama saksi 1. "Bulistami” yang

dikaburkan dengan
cara menuliskan
status (kedudukanj
mereka dalam
perkara:

. Pemberian urutan

nomor dilakukan

merupakan saksi
pertama vang
ditampilkan
dalam
persidangan
menjadn

"BARSI 17
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INFORMASI

TATA CARA
PENGABLIRAN

CONTOH

berdasarkan urutan
pemunculan pada

naskah putusan,

2, "Sulistyowati"
vang merupakan
saksi kedua yang
ditampillezain
dalam
persidangan
menjadi
"SAKS] 27

e,

Pihak Terlkait

. Nama pihak

dikaburkan
identitasnya dengan
cara menuhiskan
hubungan vang

bersanghkutan

dengan para pihak.

. Jika hanya ada 1

(satu) orang pthak
terkait maka
pengaburan
dilakukan dengan
cara menuliskan
status /hubungan
mereka dengan
terdakwa, para pihak
atau korban. Jika
ada lebih dari 1
(satu) pthak terkait,
diberikkan urutan
nomor berdasarkan
urutan pemunculan
pada naskah

1. "Sedikin” yang
dalam perkara
perceraian
adalah anak
tungeal dan
PESANEEN YANg
berceral, menjadi
"ANAK
PENGGUGAT
AN
TERGUGAT"

2. "Sobirin” yang

dalam perkara
perceraian
adalah anak
ketiga dan
pasangan yang
berceral, menjadi
"ANAK I
PENGGUGAT
DAN
TERGUGAT"
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INFORMASI ——— CONTOH
PENGABURAN
putusan; atau 3. "SBobari” vang
berdasarkan urutan dalam perkara
yang secara jelas perceraian
disebut dalam merupakan adik
putusan tersebut. ipar dan pihak
Misalnya anak penggugat, yang
pertama, anal discbutkan
kedua, dan dengan urutan
seterusnyi. kedua dalam
naskah putusan, |
menjadi "ADIK |
IPAR 11
PENGGUOGAT"
. Ahli Nama (dan identitas
lain) dari ahli tidak
periu dikaburkan.
£. Kuasa Hukum Nama [dan identilas =
lain) dari kuasa hukum
tidak perlu dikaburkan,
h. Lembaga Negara 1. Nama suatu 1. "PT Bakti
dan Lembags lembaga / badan Sejahtera” vang
Swasia hukum swasta yang merupakan PT
terasosiasi dengan ketiga yang
terdakwa, terpidana, disebutkan
para pihalk, saksi dalam naskah,
atau pihak terkast menjadi "PT 11"
dikaburkan dengan 2. "Koperasi Bakti
cara menuliskan Utama” yang
bentuk hukum merupakan satu-
lembaga/ badan satunya koperasi
hukum tersebut. dalam naskah
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INFORMASI

TATA CARA
PENGABURAN

CONTOH

2. Pemberian uritan

Nnomaor suatg
lembaga /badan
hukum swasta

adalah berdasarkar

nurutan

pemunculannya pada

naskah putusan.

. ldentitas lembaga
negaraf pemerntahan
tidak perlu

dikaburkan.

putusan,
memnjadi
"KOPERASI®

i1, Alamat

Alamat

1. Alamat sesecrang

yvang terasosiasi
dengan hakim,
panitera sidang,
jaksa penuntut
umum, dan penyidilk
dalam perkara
tindak pidana
terorisme
dikaburkan dengan
cara menuliskan
daerah tingkat dua
tempat alamat

tersebut.

. Alamat seseorang

atau badan hulum

swasta yang
terasosiasi dengan

“JL Berlian No. 3,
RT.001I RW.001,
Lenteng Agundg,
Jakarta Selatan®
menjadi “Jacarta

Selatan™
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INFORMASI

r—

TATA CARA
PENGABURAN

CONTOH

terdakwa, terpidana,
para pihak, saksi
atau pihak terkait
dikaburkan dengan
cara menuliskan
daerah tingkat dua
tempat alamat

tersebul.

3. Alamat anal:

dikaburkan dengan
cara menuliskan
daerah tingkat dua
tempat alamat

tersehul,

i, Pekerjaan, jabatan, dan kesatuan {instansi)

Pekerjaan, Jabatan
dan Kesatuan (In-
stansi|

1. Pekerjaan dan jaba-
tan terdakwa,
terpidana, para
pihak, saksi atau
pihak terkait
dikaburkan dengan
cara menjelaskan
SCCATA LM
pelkerjaan atau

jabatan saksi.

2. Pcngaburan

kesatuan [instansi)
zaksi dalam kasus
tertentu yang harus
dikaburkan

identitasoya

1. "Mahasiswi Uni-
versitas Widyva
Karya" menjadi
"Mahasiswi”

2. PNS MAKOREM
032 /WBR
menjadi "PN3"
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TATA CARA

INFORMASI CONTOH

PENGABURAN

dilakukan dengan

cara menghapuslkan

namsa kesabiaan,

tv. Nomor identitas pribadi (Nomor Induk Kependudukan [NTK],
Nomor Induk Pegawai [NIP], dan nomor identitas pribadi lainnya)
Nomor identitas Nomor identitas pribadi | -
pribadi dikaburkan dengan cara
dihapus dari naskah
putusarn,
| v. Gambar yang terkait pelanggaran kesusilaan
Cambar terkait Gambar terkait -
pelanggaran pelanggaran kesusilaan
kesusilaan dihapus dar naskah
G. Dalam hal informasi scbagaimana dimaksud pada huruf A dan
huruf B terpublikasi, PPID karena jabatannva atau berdaesarkan
permohonan pihak terkait memerintahkan Petugas Layanan
Informasi untuk mengaburkan Informasi tersebut.
H. Permohonan penghapusan atau pengaburan atas selurch atau

sebagian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elelktronik dari

SIP atau sistem informasi lain yang digunakan oleh Pengadilan

yvang menurut keputusan ini tidak termasuk informasi yang harus
dikaburkan, tidak dapat dilakukan, kecuali:

L

permintaan dilakukan oleh pihak vang bersangkutan xepada
Atasan PPID; dan

permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib
disertai bukti yang menunjuklkan kerugian yvang nyata bagt
pihak yvang bersangkutan.
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Penghapusan atau pengaburan sebagaimana dimaksud pada

huruf H,

dilalkukan dengan cara:

1. mengaburkan sebagian Informasi Elektronik/Dokumen
Elektronik dimaksud; dan
2. tidak mempublikasikan Informasi Elektronik/Dokumen

Elektronik dimaksud di dalam SIP atau sistem informasi lain

yang digunakan oleh Pengadilan,

PROSEDUR KEBERATAN
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Gambear 3, Bagan Prosedur Keberatan

syarat dan Tata Cara Pengajuan Keberatan

l.  Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal
ditemukannya alasan sebagai berikut:

L.

adanya penolakan atas permintaan Informasi,
berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik;
bidak disediakannya Informasi vang wajib diumumkan
secara berkala;

tidak ditanggapinya permintaan Informasi;

permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana
vang diminta;

tidak dipenuhinya permintaan Informasi;
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f.  pengenaan biaya vang tidak wajar; dan/fatau

g penyampaian Informasi melebihi waldu yang diawr
dalam keputusan ini.

Pengajuan keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui

Petugas Layanan Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.

Dalam hal keberatan diajukan oleh kuasa, pengajuan

keberatan  harus disertai surat Kuasa khusus dengan

dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan,

Pengajuan Keberalan dilakukan dalam tenggang waktu

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya alasan

sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Pengajuan keberatan diajukan secara elektronik melalui

e-LID atau secara nonelektronik.

Pemohon mengisi  formulir keberatan yang disediakan

Pengadilan dan Petupgas Layanan Informasi memberikan

salinannya kepada Pemohon, scbagaimana  tercantum

dalam Lampiran VIII.

Keberatan secara nonelektronik dilakukan dengan cara:

a. Pemohon datang langsung ke layanan Meja Informasi;
atau

b. Pemohon mengisi formulir keberatan dan
mengirimkannya melalui surat tercatat kepada Atasan
PFID.

Registrasi Pengajuan Keberatan

1.

Pemohon mengajukan keberatan ke Petugas Layanan
Informasi dengan mengisi formulir keberatan.

Formulir paling kurang memuat:

a. nomor pendaftaran pengajuan keberatan;

b. nomor pendaftaran permintaan Informasi Publik;

€. tuuan penggunaan Informasi Publik;

d. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik vang

mengajukan keberatan atau kuasanva;
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e. alasan pengajuan keberatan;
walctu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi
oleh Petupgas Pelayanan Informasi;
g, mnama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan atau kuasanya; dan
h., mnama dan tanda tangan Petugas Layanan Informasi
vang menerima pengajuan keberatan,
Petugas Layanan Informasi harus memberikan tanda bult
penerimaan keberatan kepada Pemohon Informasi Publik
aten kuasanya.
Dalam hal Pemohon Informasi Publik datang langsung dan
merupakan Penyandang Disabilitas mala dapat dibantu oleh
Petugas Layanan Informasi dalam pengisian formulir
keberatan.
Petugas Layanan Informasi  wajib  memberikan  nomor
pendaftaran keberatan =setelah Pemohon Informasi Publik
mengisl formulir keberatan.
Petugas Layanan Informasi harus memberikan salinan
formulir  keberatan sebagai tanda  terima  pengajuan
keberatan.
Petugas Layanan Informasi wajib menyimpan salinan
formulir keberatan vang telah diberikan nomor pendaftaran
sebagail tanda bukti pengajuan keberatan.
PPID dibantu Petugas Layanan Informasi wajib mencatat
pengajuan keberatan dalam register keberatan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IX dan mencruskannya kepada
Atasan PPID dalam waktu paling lambat 1 (satu} Hari sejak
permohonan diajukan.
Register keberatan sebagaimana dimaksud pada asgka 8
paiing kurang memuat:
a. nomor registrasi pengajuan keberatan;

b. tanggal diterimanya keberatan:
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c. identitas lengkap Pemochon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan dan /atau kuasanya;

d. nomor pendaftaran permintaan Informasi Publilk;
e, Informasi Publik yang diminta;

f. tujuan penggunaan Informasi,

g, alasan pengajuan keberatan;

h. alasan penolakan/pembenan; dan

1. hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan.

Tanggapan atas Keberatan

E:

Atasan PPID wajib memberikan tanggapan secara tertulis

yvang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang

mengajukan keberatan atau kuasanva paling lambat 30 (tiga

puluh) hari sejak permeohonan keberatan diregister.

Atasan PPID meminta pertimbangan Dewan Pertimbangan

dalam menyusun tanggapan tertulis atas permochonan

keberatan,

Tanggapan tertulis dari Atasan PPID paling kurang memuat:

a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
nomor sural tanggapan atas keberatan; dan

€. uraian mengenal bantahan atas alasan pengzajuan
keberatan.

Format tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 3

sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.

Dalam hal Atasan PPID menolak memberikan Informasi

berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik, wajib

menyertakan surat keputusan pengecualian Informas:.

PPID melalui Petugas Layanan Informasi menyvampaikan

atau mengirimkan keputusan Atasan PPID secara elektronik

atau nonelektronik kepada Pemohon atau kuasanya paling

lambat dalam waktu 1 [satu) Hari sejak menerima tanggapan

dari Atasan PPID dan ditembuskan ke Dewan Pertimbangan,

adapun untuk Pelaksana pada pengadilan tingkat pertama

dar: pengadilan tingkat banding ditembuskan ke Biro
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Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan
Administrasi Mahlkamah Agung.

7.  Pemchon vang tidak puas dengan keputusan Atasan PPID
berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa
Informasi kepada Komisi Informasi paling lambat 14 (empat
belas) Hari sejak diterimanya keputusan Atasan PPID.

TAHAPAN DAN TATA CARA PENGUJIAN KONSEKUENSI

A,

PPID mengkoordinasikan pengupan  konsckuensi terhadap

Informasi tertentu yang dinilai berpotens: sebagai Informasi vang

dikecualikan dengan PPID Pelaksana.

PPID} Peclaksana dapat mengusulkan kepada PPID untuk

melakukan pengujian konsekuensi terhadap Informasi tertentu

yang dinilai berpotensi sebagai Informasi yang dikecualikan.

PPID meminta perimbangan dari Dewan Pertimbangan dalam

melakukan pengujian konsekuensi,

Pengujian konsekuensi dapat dilaleukan:

1. secbelum adanya permintaan Informasi Publik;

2.  pada saat adanva permintaan Informasi Publik; darc

3. pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas
perintah majelis komisioner Komisi Informasi.

Pengujian konsekuensi dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikaat:

1. mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yeng di
dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan:

2. mencatat Informasi vang akan dikecualikan;
menganalisis undang-undang  yang dijadikan  dasar
pengecualian; dan

4. menganalisis dan mempertimbangkan kepatutan,
kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran la:n yang
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
atas konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi
dibuka.
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F. PPID dalam melakukan pengujian konsekuensi harus:

1 menyebutlkan secara jelas dan terang Informasi tertentu yang
akan dilakukan pengujian konsckuensi;
2. mencantumkan undang-undang vang dijadikan dasar
pengecualian;

3. mencantumkan konsekuensi: dan
4. mencantumkan jangka walttu.

G. Format lembar pengujian konsekuensi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran X1

H. Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian
konsekuensi ditetapkan oleh PPID dalam bentuk keputusan
tentang klasifikasi Informasi dikecualikan.

[.  Format Keputusan tentang klasifikasi Informasi dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada huruf H tercantum dalam Lampiran
XL,

J.  PPID capat mengubah klasifikasi Informasi Publik menjadi
Informasi vang dikecualikan setelah melakukan wuji konsekuensi.

K. Format lembar pengujian konsekuensi atas pengubahan
klasifikasi Informasi Publik menjadi Informasi yang dikecualikan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X111

L. Informssi Publik yang dikecualikan melalui pengujian
konsekuensi sebagaimana dimaksud pada huruf J ditetapkan
oleh PPID dalam bentuk Keputusan tentang Pengubahan
Klasifikasi Informasi Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XIV.

M. Keputusan PPID pada Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan
tingkat banding tentang Informasi dikecualikan atau pengubahan
kKlasilikasi Informasi dikecualikan diunggah ke dalam e-LID.

BANTUAN KEDINASAN
Bantuan Kedinasan di bidang layanan Informasi Publik kepadsz badan
publik diatur tersendiri dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
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PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK OLEH ATASAN PPID
A. Dalam hal Atasan FPID digugat sengketa Informasi di Komisi

Informes:, pengadilan tata usaha negara dan Mahkamah Agung,
Atasan PPID dapat menunjuk PPID dan/atau pejabat lain sebagai
kuasa,

B. PPID dan/atau pejabat lain yang ditunjuk melaporkan proses

penanganan sengketa Informasi kepada Atasan PPID.

C.  PPID mengunggah putusan sengketa Informasi ke dalam e-L1D,

ANGGARAN LAYANAN INFORMASI

Mahkamah Agung menganggarkan biayva pengelolaan dan pelayanan
Informasi Publik pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

masing-masing satuan kerja vang berada di bawahnya,

WAKTU DAN MAKLUMAT LAYANAN

A,  Waktu Layanan

1.
2.

Pelayanan Informasi Publik dilakukan pada hari keria.

Waktu pelavanan Informasi Publik adalah sebagai be-ikut:

a4, Han Senin sampai dengan Hari Kamis mualai pukul
08.00 sampai dengan pukul 16.00; dan

b.  Hari Jumat mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul
16.30,

Dalam hal permohonan Informasi Publik ateu pengajuan

keberatan disampaikan setelah berakhinya waktu

pelayanan maka permohonan tersebut terhitung diterima

pada Hari berikutnya.

Permochonan keberatan yang diajukan pada Hari terakhir

tenggang waktu pengajuan dan di luar jam pelayanan

sehagaimana dimaksud pada angka 2, tetap diterima selama

diajukan dalam jam kerja.

B. Maklumat Layanan Informasi Publik

1.

Maklumat pelayanan Informasi Publik berisi pernyataan
sebagal komitmen dalam melakukan pelayanan Informasi
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Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Maklumat pelayanan Informasi Publik dipajang paca Mcja
Informasi serta dipublikasikan dalam e-LID dengan
memperhatilkan aksesibilitas bagi Penyvandang Dizabilitas.
Maklumat Layanan Informasi Publik sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XVIL

A, LAPORAN DAN EVALUASI
A. Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik

1

FPID wajib menyusun dan menyediakan laporan layanan
Informasi Publik paling lambat 1 {satu) bulan setelah tahun
pelaksanaan angearan berakhir.
PPID wajib menyampaikan laporan layanan Informasi
kepada Sckretaris Mahkamah Agung untuk dikompilasi dan
hasilnya disampaikan kepada Komisi Informasi paling
larnbal 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran
berakhir.
Laporan layanan Informasi tahunan merupakan bagian dar
Informasi Publik yang wajib tersedia seliap saat,
Laporan layanan Informasi tahunan paling kurang terdiri
dari:
gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik;
gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi
Publik, mengenai:
1} sarana dan prasarana lavanan Informasi Publik
yvang dimiliki beserta kondisinya;
2) sumber daya manusia yang menangani layanan
Informasi Publik beserta kualifikasinya; dan
3) anggaran layanan Informasi Publik dan laporan
penggunaannya.
c.  Rincian pelayanan Informasi Publik, mengenai;
1) jumlah permintaan Informasi Publik;
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2] waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap
permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi
tertenty;

3] jumlah permintaan Informasi  Publik  vang
dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya. dan

4)  Jumlah permintaan Informasi Publik yang ditolak
beserta alasannya.

d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, antara
lain memuat:

1) jumlah keberatan vang diterima;

2) tanggapan atas keberatan vang diberikan dan
pelaksanaannya;

3) jumish permohonan penyelesaian sengketa ke
Komisi Informasi vang berwenang;

4] hasil mediasi danfatau keputusan ajudikasi
Komisi  Informasi yang  berwenang  dan
pelaksanaannya oleh Pengadilan;

3] jumlah gugatan yang diajukan ke Pengadilen; dan

&)  hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh
Pengadilan sebagai badan publik.

e, kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan
layanan Informasi Publik; dan

f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk
meningkatkan kualitas layanan Informasi Publil.

Laporan tahunan layanan Informasi Publik dibuat dalam

bentuk:

a. ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan
layanan Informasi Publik; dan

b. laporan lengkap vang merupakan gambaran utuh
pelaksanaan layanan Informasi Publik.

Laporan tahunan layanan Informasi Publik disusun sesuai

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV.
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Monitoring dan Evaluasi

1.

Sekretaris Mahlkamah Agung melakukan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Putlik  di
Pengadilan.

Monitoring dan evaluasi dilakukan 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun,

Texsnis pelaksanaan monitoring dan evaluasi diatur lehih
lanjut dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung,
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LAMPIRAN II ©:  KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ; 2-144/KMA/SK/VII /2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022

.. |[Nama Pengadilan /Satuan Kerja|

Logo

Pengadilan . |alamat, nomor telepon, faksimili, email]

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Periode: Januari — Desember ... [diisi dengan tahun]

No. Nama Informasi Unit Kerja yang Penanggung Waktu dan Bentuk Jangka Wakiu Penyimpanan/Retensi

Menyediakan jawab Informasi Tempat Informasi
Informasi Pembuatan yang Aktif Inaktif
Tersedia




EKEETERANGAN:
Nama Informasi

Unit HKerja vang Menyediakan :

Informasi
Penanggung jawab Informasi

Waktu dan Tempat Pembuatan

Bentuk Informasi yang Tersedia
Jangka Waktu Penyimpaanan/Retensi

e

Misi dengan nama informasi dan ringkasan isi informasi. Termasuk
keterangan waktu/periode, apabila informasi tersebut  disusun
berdasarkan periode tertentu. Contoh: Daftar Urut Kepangkatan (DUEK)
tahun 2010,

DHisi dengan unit Kerja vang dipimpin Pejabat setingkat eselon IV yang
menyediakan informasi, Contoh: Subbagian Kepegawaian

[hisi dengan namsa jabatan pimpinan unit kerja yang bersanghkutan.
Contoh: Kepala Subbagian Kepegawaian

Diis1 dengan waktu dan tempat pembuatan informasi. Contoh: 30
Desember 2010/ PN Bale Bandung.

Diisi dengan bentuk informasi vang tersedia, hardcopy atau softcopy,
Diisi dengan jangka waktu penyimpanan, vang disesuaikan dengan
ketentuan dalam Undang-undang Kearsipan dan peraturan perundang-
undangan lain yvang terkait. Contoh: 2 bulan.

“Format ini adalah contoh format manual. Pengadilan dapat mengembangkan dalam format lain, misalnya dalam formal
elektronik/ menggunakan teknologi tekmik informatiko, Namun harus tetap dopat diakses oleh publik serta memuat

semua unsur yang termuat dalam format ni.
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LAMPIEAN [Il : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESLA
NOMOR : 2-144/KMA /SK/VII /2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022

_ b Laiidgin 1
g --» [Nama Pengadilan/Satuan Kera] - . 4
g .- [alamat, gomor telepon, ksimili, emadl] | eedbesesi |
Pengadian
BUHTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI
Tanggal Pengajuan
Permiohoaian
Tanggal Pembentahuan
Tertuliz®
Nomor Pandaftaran®
Pt Vaid |
Alamat =
Pelcerjaan
Nomor telepon | :
Rincian
Informasi yang
dibutuhlcan
Tujuan
Pangpuaan I
Informasi
Cara : El Mehhat/ membaca/mendengarisn =
men paralah
mnformasi*
|| Mendapasian aalinan informasi
[softcopy fheerdocapy] ™
Cara p Mengambil langs Ermail
i o | e |
mformasi==
Patuges Informasi Pamohan Informasd
frad] et}
(Nema lengkap| [Wama lengkap]
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Kelerangon

*  Diisi oleh Petugas

** Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi
Publik yang terdajftar dalam Bulku Register Permohonan nformasi

Pilih salah satu dengan membert tanda (4}

Corel yang tidak perfu

LT

b
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- ot 1
i ... [Nama. Pengadilan/Saman Kera) |
£l .. [alamat, nomor telepon, faksimili email] | Wiaeemdes
BUEKTI PERGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI
Tangenl Pangrjuan
Permohonan
Tanggal Pembentahuan
Tertuliz®
| Nomor Pendaftaran™
NEma
Alarnar
Pekerjaan

Nomor telepon

Fifician
dibutuhkan

Informasi: yang -

Tujuas
Pengpunaan
Informasi

Carn

mempercleh
informas{*re

j Melihat/ membaca [ mendengariean =

Mendapatkan salinan informasi
[softcopy [hardeopy| =

Cam

infor masiees

mendapatkcan

Mengambnl langsunqj E.tizal

Petugas Informasi Pemohon Informas

el ree]

[Wama lenglkap] [Hama lengkap]




Keterangarn
% Diist oleh Petugas

Dhtst oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan nformeast
Publik yang terdaflar dalom Buku Register Permohonan Informasi
Pilih salah satu dengan memberi tanda (V)
Coret yang tidak perlu

P

Rk
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Lemmifaar

Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publilke

Pemchon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang
berada di Badan Publik kecuali (a) informasi vang apabila dibuka dan
diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses
penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hsk atas
kekayaan intelektual dan perlindungan dan persaingan usaha tidak
sehat, Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
Menpgungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan
ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan
terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengunghkap rahasia pribadi;
Memorandum atau surat-surat antar Badan Publilke atau intre Badan
Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan
Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh
diungkapkan berdasarkan Undangundang. [b) Badan Publik juga
dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau
didekumentasikan.

PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN
INFORMASI BERUFA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS
INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak
diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin
permintaan informasi anda kurang lengkap.

Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis
tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka
wakitu 10 (sepulub)] hari kerja sejak diterimanya permchonan
mmformasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang
walktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal:
informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan,/ belum
dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi
vang dikecualikan atau tidak.

Biaya vang dikenakan bagl permintaan atas salinan informasi
berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi
seslial dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)
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Apabilas Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan
Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya
sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajulkan
keberatan <epada atasan PPID dalam jangkas waktu 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak permohonan informasi ditolak /ditemukannya alasan
keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanpgapan tertulis
atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) bari kerja sejak diterima/dicalatnya pengajuan
keberatan dalam register keberatan.

Apabila Pemochon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID,
maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada
Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja
sclak diterimanya keputusan atasan PPID olch Pemcohon Informasi
Publil.
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LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KETUA MAHRKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :2-144 /KMA /SK/VIII /2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022

... [Nama Pengadilan/Satuan Kerja]
o ... [alamat, nomor telepon, faksimili, email]
Pengadilan
REGISTER PERMOHONAN INFORMASI
Periode: Januari - Desember ... [diisi dengan tahun]
Jenis Kegutu | Alasan :;TI.:L;
Fermoh Status nformas Bentiuk [nformmissi B-pal Fenolak Hari/ Tl Biaym e
Ma. Tigjdan -(HLAN PRI -mn 13
Pen- Alm- Momoer . Informe Peng- i-ma |
dafae | B | N | oot | Rsena [Pt |omlymng | e B i Neskah | o pemn Pemberi- | Pemberia
i : - Drminta Informas n K i Bawah Penguasean — = Cietale k tahnan ‘mn
setuibilonns IHH%..E&%W' Tertulin lnﬁJr_tllmjfl
¥a | Tidak | Instans
i




KETERANGAN:
No.
No. Pendaftaran
Tgl
Nama
Alamat

Nomor Kontak
Pekerjaan

Informasi yang diminta

Tuwjuan Fenggunaan
Informasi
Jenis Permohonan

Status Informasi

Bentuk Informasi
Keputusan PFID

Alasan Penolakan
Hari/Tgl

B

: dust dengan nomor urut.

. diist dengan nomor pendaftaran permohoenan nformast

: diisi dengan tanggal permohonan diterima.

: diist dengan nama pemnohon.

. diist dengan alamat lenghkap dan jelas Pemohon Informasi untuk memudahkan penginman

informasi yang diminta,

. diisi dengan nomor kontok (nomor telepon/faksimili/telepon seldler/email Pemohon

Informasi).

. dilst dengan Pekerjaan Pemohon Informast
: diisi dengan detail informast yang diminta.
+ diisi dengan tujuan/ alasan permohonan dan penggunaan informasi

. diisi dengan memberi tanda (4] di bagian bawah kolom B untuk prosedur Biasa, atau di

hagian bewwah kolom K untuk prosedur Khusus.

. ditsi  dengan memberi tanda () Bila tidak di bowah penguasaan, Tuliskan

Pengadilan/ Satuan Kerja lain yang menguasai di bagian bawah kelom ‘Instansi’ (bila
diketahui), sesuad dengan isian formulir pemberitahuan tertulis.

. diisi dengan memberi tanda (V) di bagion bawah kolom sesuai bentuk mformast yang

tersedi.

. diisi sesuai dengan isi keputusan PPID dalam pemberitahuan tertulis terhadap permohonan

informasi.

. diist dengan alasan penolakan permohonan informasi oleh PPID.
; diist dengan:

et. hari deon tanggal penyampaian pemberitabean tertulis
b. hari dan tanggal pemberian informast kepada pemohon tiformast publik
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Biaya » ditst dengan jumlah biaya penyalinan informasi yang dibayar Pemohon Informasi,
Tanda Bukti Menerima  diisi tanda tangan Pemohon Informast setelah yang bersanglkutan menerima naskah cetak
atau elektronik informasi yang dimintanyea.
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LAMPIRAN V ; KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2-149 /KMA/SK/VII/ 2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022

Logo « [Nama Pragndilan/Sarman Kera | oo i
[ﬂkmt. futeianiar 8 *ﬂm E_Em l’mﬂ-l].l (G paiain O |

SURAT KEFUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN |

INFORMAST
Rangkap 2|
No. Pendaftaran:®
HEmA
Alamat
%o, Telp./Email
Fincwan nbormas: rang
dibutuhkan

PFID memutuskan bahwa Informnal rang dimohon adalab,

INFORBMASEYANG DIKECUALIEAN

#HH Fﬂiwmm Dmﬂnm! LIl KiE =
Hndmg:uudm{j:

Bpham berdnsadean dasar budkum di alos, membuka, Informaal termebut dapat
menimhiken bongaiozens: sebapad berout,

Dengan demildan masyaiakan bahwa
PERMOHOMAN INFOHMAS! DITOLAK

Jia Pemaohos Indormas kehrratan stas penolalesn ind maka Pemchon Infeomns
dapat  mengaiulan  lkeheratan hepada amasan  FPID. gmity
: o= galambat-lambatega 30 Hea puluh) hml-'«mﬁ
sejnk menerma Sural Keputusamn 1ol

ffempat], (tanggal, bufan, dan tabyan|e=
Peiabat Peagelols Infurmasi dan Dokumaentasi (PPID)




Eete
L

L

LR T

Ak

TAngan:
Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan
Informasi Publik.
Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 hurafa - i
Ul KIP
Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan
pasal pengecualian dalam undang-undang lain yang mengecualikan
informasi vang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang-
undangnyal.
Diisi dengan nama jabatan Atasan PPID, sesual cengan
Pengadilan /Satuan Kerja yang bersangkutan
Diisi  dengan memperhatikan  batas  tentang jangka waktu
pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam Pedoman mi.



| o |
Lago Bpocong
.. [Nama Pengadilan/Satuan Kera)
Pengadilan. | [alsmat nomor telepon, faksimili, emnil]

SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN

IRFORMASI
{Ranghkap 2|
No. Pendaftasan::
Sama
Alsrnac

Mo, Telp, /Eoisl
Rincian informast vatng
dibutubloan

PPLD menuiuskan babewe Informasi yang dimahen adalab;

INFORMAST YANG DIKECUALIKAN

PengecualiRn HiTTmas :D Paszal 17 haraf .. 11 KTP. ~*

Bahwa besdasaccan dasar hukum di atas, membuka Informas terscbut dapat
manimnadllan konsskuens sehagn: beeeut:

FERMOHOMNAN INFORMAS! DITOLAK

Jiles Pamohon Informasi keberatan ates penelakan ini maka Pemohon Informasi
depat  mengnajulan  boheratan kepada  atesen PPID,  ywiby
v palnmbat-lambatnys 30 (tiga puluh) bars kbarin
sEjAk mensrima Sural Keputusan ind.

{Tempat]. (tangeal. bulan, dan tahugleee=

B e L |
Nama, Jabatan & ﬂ:mﬂﬂtaﬂsan




Kete

i

i

FEEEE
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rangan:
Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan
Informasi Publik.
Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 hurafa - i
UL KIP
Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai Sesuai
dengan Pasal 17 huruf | UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengar: pasal
pengecualian  dalam undang-undang lain yvang mengecualikan
informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang-
undangnva).
Diisi dengan nama jabatan Atasan PPID, sesuai dengan
Pengadilan/Satuan Kerja yang bersangloutan
Diisi  dengan memperhatikan batas tentang  jangka waktu
pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.
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LAMPIRAN V1 : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH ACUNG
REFUBLIK INDONESIA
NOMOR  : 2-144/KMA/SK/VIII/ 2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022

| gt
Logo : | Reiamiin
- .. [Nama Pengedilan/Saman Kega] - oi
Pengadian, | . [alamat nomor telepon, faksimili, email]

-

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permohonan informasi;
Tangeal -
No. Pendaftaran

Kami menyampadienn leapada Saudaca/i:
Nmmna £
Alamat
xo. Telp/Emnil

Pemberitahuan sebagas berikut:

A Informasi Dapar Diberikan:

Nao. Hal-Hal Terkait Heterangan
Permohonan Informasi
1. | Pengusasaan Informasi | [] Terzedia

Publik* [] Tiudak terzedia, dapat
diperaleh pada:

2 Bafiik iriforrmas vang [ ]| Softcopy/elektroni

tersedha® [] ffardoopy
3. | Bigya rang dibatuhlean®® [ ] Penyalinan Ep
[] Pengiriman Rp
Jumlah Rp.
4. | Waltu penyediann Hari

5. | Penjelasan penghitarman/pangaburan Informasi vang dimchon™*
tambahkan kertas bila perlu)




T}

B Injormasi Tidak Dapat Dibenkan karana -

l:l Informas: yang diminta bdak ada di Penpadilan i Informasi
yvang dimints dapat diperoleh di

|fulis ifke mengetafuanya)
Informasi vang diminta belum didokumentasikan

Informasi yang dimmta belum  selesai  didokumentasikan
Fm,jﬂ:d.lﬂ.an ]I':I.E.'.'J!I.’.I:I'.'I.I:.:i.!. wuzl:g baliem Elu'.Iuﬁ.m didolumentnsikan

[Tempar, (tangaal, bulag, dan tahun)
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumeatasi (PPID)

L e s ]
Nama, Jabstan & Tandatangan

Reterangan
*  Pilth salah satu dengan membert tanda (V).
Biaya penyalinan (fotokopm atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus
Kurir dan pos) sesual dengan standar biaya yang telah ditetapkan.
tev Jika ada penghtfaman imformast dalam suatu dokumen, maka diberikan
alasan penghitamanmija.

=4t Diisi dengan keterangan waktu yaneg jelas untuk menyediakan informasi yang
drminia.

L




S g

) I
7 . [Nama Pengadilan/Samuan Kerja]
Pengadilan .. [alamat nomor telepon. faksinuli, emal]

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan nﬂmghmm wformasi:

Tangeal

Mo, Pendaftaran

Kami menyampalan Sanudarali

Nama

Alnrmat ¥

No. Telp/Email :

Pamberitahuan sebagai berikut:
C. Inforrnas Dapat Dibsarikan,

No. Hal-Hal Terkait Heterangan
Permohonan Informasi

1. | Penguasaan Informas: | ] Tersedia
Publik* [] Tidake tersedia. dapat

diperoleh pada

2. | Benmk informasi yang|{[ ] Scftcopy/elektronik

tarsedia® [ Hardeopy
3. | Biaya yang diburniblean®* [C] Penyalinan Rp.
[] Pengirzman Rp.
Juimlah Rp
4. | Walmu penyvedinan Hari

5. | Penjelasan penghitaman/ pangaburan Informasi vang dimohon®*
itemibahlan kertas bila periuj




=T

D. Informas: Tidak Dapat Dibankan karena «

|:| Informasi yang dimsnta tidak ada di Pengadilan ini. Informas
vang diminta dapat diperaleh di

[fulis fika mengetahuinya)

D informasi vang diminta belum didelumentasikcan.

|

1| Tnformasi yeng dminta belum selesar  didokumentasikan,
Penyediaan mnformesi yang belum selesa didokumentasikan
dilalruken dalam jangla waktu ___ hargtees

(Tempar), (tanggal, bulan, dan wahun)
Pejabat Peagelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Hetemngan

Filih salah satu dengan memberi tanda V).

Biaya peryalinan {fotokop atau diskef) dan/ atau biaya pengimman (Khusus
kurir dan pos) sesual dengan standar biaya yang telah ditetapkearn.

Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan
alasan penghilamanrnya.

Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi
yang diminta.

st

ek

T
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LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
KEPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022

Bukti Tanda Terima Pembayaran Penggandaan Informasi

Loga vt |

. [Hama Pengadilan/Saraan Kersl P anmatfa |

Pengadian [alamat, nomor telepon, faksimgli, emady -

Tanca Terima Pembayaran Biaya Penggandaan Informasi
Telah dizerima dan
Uang sejumilak
Mntuk bigys peayslipan miormas
{zempal], {tAngeal, adss tahun)
[Zetugns Taformnsi)
______________________________ e S e e T - - -
Logo ir“:lr.x'uuu
.- [Mama Pangadilan/Snatean Kegal s, |

Pegadian, | -.- [alamst, nomer telepon, faksimili, smady— f

Tanda Terima Pembayaran Biaya Peaggandaan Informasi
Telah ditarima darl ..

Unng gajumiar =~

=
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Untuk biaya penyalinan informasi -
(tempat). (tanggal, bulan tahun)
[Fetupas Informasi}
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LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN KETUA MAHEAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2-144/KMA/SK/VII/ 2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022

i -L.‘"l'l [T AN :
Logo ... [Nama Penpadilan/ Sanan Kerja) | Sy
——— .-. [alamat, nomer telepon, faksmmil, emal] ————

PERNYATAAN HEEERATAN ATAS PELAYANAN INFORMASI

A. INFORMASI PENGAJUAN KEBEERATAN

Nomor Registrasi Heberatan
| st oleh petuges)

Nomor Peadaftaran
Permohonan

Informasi

Tujuan Penggunaan
Informasi

Identitas Pemohon

NARITIA

Alamar

Pekerjaan

Nomor telepon

Identitas Huasa Pemohon®
Alamar

Noror telepon

B. ALASAN KEBERATAN**

a. Permohonan informes: ditolak

b. Informasi berkaia tidak disediakan.

c. Permurntaan informasi tidak ditanggapi.

d. Permintaan informas: ditanggapi tidak sebagaimana
vang diminta.

€. Permintaan informast tidak dipenuhi.

Biaya yang dikenakan tidak wajar.

g [Informasi yang disampaikan melebihi jangka waktu vang
d:tentulan




C. KASUS POSISI tambahkan kertas bila diparlukan)

D HARI/ TANGGAL TANGGARPAN ATAS HEBERATAN AHAN DIBEREIFEKAN L::!i!'sf
oleh petugasy:
itanggal], [balan), ftabun] -

Demikian kehrratan in saya sampaikan, atas perhatian dan LA0gEapanays saya
urapkan tenma Kasi.

fempaty [taogeal] (bulag], [tabun]™*
Petugas Informasi, Pengaju I'Inh-umta.n_,
[Penenma Keberatan) Pemohon Informasi
I } | b
Nama & Tanda Tangan Hama & Tanda Tangan

Keterangan
» Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan
melompirian Surat Kuasa.
#  Sesual dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengapt keberatan sesual
dengan alasan keberatan yang digjukan.
*+t  Diisi sesuai dengan letentuan jongha waktu dalam UU KIP.



| Lemrmar URio

Loge .. [Mamsa Pengadilan/Samuan Kenal Detipa
Pengadilan | - [Blamat nomos telepon, faksimili, email]

PERNYATAAN EEBERATAN ATAS PELAYANAN INFORMASI

E. INFORMASI PENGAJUAN KEBERATAN

Homor Registras: Keberatan
(cliisi oleh petugas|

Nomor Pendaftaran
Permohonan

Informas:

Tujuan Penggunaan
Informasi
Identitas Pemohon
Maina

Alevrmr

Pakarjaan

Nomor telepon

Identitas Kuasa Pemohon®
Namma

Alarnat

Nomor telepon

F. ALASAN KEBERATAN*"

Permohonan informasi ditolak,

Informas: berkala tudak disediakan.

Permintaan mfcrmas hdak ditanggam.

Permmntsan informasi ditsnpgapr fidak sebagaimana
vang dirmnts,

Permintasan informasi tidak dipemaby

Biaya vang dilenakan tidal wajar.

. Informaei vang disampaikan melebihi jangka walktu vang
ditentulian

ppEM

b O




[

G. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila diperliikan)

H. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN (diisi
oleh petugas):
[tangeal], [bulan]. [rabun] -

Damilsan kebsratan i saya sampailan, atas perhatian dan tANggapaniiya says
wcapkan tarina kasih

itempatl_______ [tavgeal]. [bulan]. tabunl™

Petugas Informasi,

Pengaju Keberatan,
[Penerima Kebaratan)

Pemiohon Informas:

[ J L §
Hama & Tands Tanzan

Nama & Tanda Tangan
Keterangan
. Identitas kuasa pemohon diisi jika ado kuasa pemohonnya dan
melampirican Surat Kuasa.

Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai
dengan alasan keberatan yang diaukar

Diist sesual dengan ketentuan jangha weaktu dalam UU KIP,

Lt
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REPUTUSAN KETUA MAHEAMAH AGUNG

LAMPIRAN IX :
REPURBLIK INDONESIA
NOMOR  : 2-144 /KMA/SK/VII /2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022
Logo
Panaadi ... [Nama Pengadilan/Satuan Kerja)
el ... |alamat, nomer telepon, faksimili, email]
BUKU REGISTER KEBERATAN
Periode: Januari - Desember ... [diisi dengan tahun)]
Hari/Tanggal | Nama NS ek
Noior No. Pen: Informasi Tuizan Alasan Pengnjuan Keberatan | Keputusam Pemberian dan Keputizzan Pengadilan
Nama | Alpmat | L | Pekerjaan dafiaress VENE Perggpinaarn [Pasal 35 aymit (1) LU KIR Atassn Tanggapan | Jobatan Hasil HENR
diminin Informeael PRI afns Atasan Mediasi &L:lmmmn
7 U sl I ol Keberatan | PPID oy e




KETERANGAN:
Nomor
Tgl
Namea
Alameat
Nomor Kontak

Pekerjaan
No. Pendaftaran

Informasi gang diminta
Tujuan Penggunaan Informasi
Alazan Pengafuan Keberatan
{Pasal 35 ayat (1) UU KIP)

Keputusan Atasan PPID

Hari/Tanggal Pemberian
Tanggapan atas Keberatan

-81-

diisi dengan nomor pendaftaran pengajuan keberatarn.

dius: dengan tanggal pengauan keberatan.

diisi dengan nama Pemohon Informaost,

diisi dengan alamat lengkap dan jelas Pemohon Informast

diisi dengan nomor Kontak (nomaor telepon/ faksimili/ telepen seluler/ email Pemohon
Informast,

diigl dengan pekerjaan Pemohon Informasi,

diisi dengan nomar pendaftaran permohonan informasi, Dalam hal keberatan karena
alasan informasi yang tidak diumumkan secara berkala, kolom ini tdak perfu diisi
diisi dengan detail informasi yang diminta.

diisi dengan hujuan/alasan permohonan dan penggunoon atas informasi yang diminto
diist dengan memberikan tanda V) sesuai alasan yang digunakan untuk mengajckan
leberatan sebaguimana diatur dalaom Pasal 35 ayat (1) UL KIP;

1 Penolakan atas perminican informasi berdasarcan alasan pengecualian
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UL KIP,

b, TNdok disedinkannya informasi berkala.

c. Tdak ditanggapinya permintaan informast

el.  Permintaan informasi tidak ditanggap sebagatmeane diminfa.

= TNdak diperuhinya permintaan informast.

f Pengenaan haya yang Ldak wajar.

Penyampaian mj'-':mms: yang melebibi jangka wakin yang diatur dalam UU KIP.
dus: dengan tanggal dan is1 kepuitusen yang diueedidl olah Atasan PRID.

ditsi hari dan tanggul pemberian tangpapan atas keberatan.

xR



-

Nama dan Jabatan Atasan PPID :  diisi dengan nama dan jabatan Pejabat yang bertindak selaku atasan PPID pada
pengadilon atau satuan kerja.

Keputusan Hasil Mediasi +ditst dengan tanggal don isi keputusan hasil mediast atas sengketa informeasi apabila
Pemohon menolak keputusan Atasan PPID.
Putusan Pengadilan Atas . diisi dengan tanggal dan isi putusaen pengadilan atas gugatan sengleta informasi.

Gugatan Sengketa Informasi
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LAMPIEAN X : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIL/ 2022

TANGGAL : 30 Agustus 2022

| e e |
Lo [Nm Peogadilan/ Satuan Kerja) | i
Pengacitan .. [elnmmat, fomor telapon, fakebmili, emndl] ]

TANGGAPAN ATAS HEBERATAN

Nomor 00 %
Yan: bertanda l:mn.u di bawah, tni-
Jnhn-tn,-'l : = aalaim
Hﬂm FFID ﬁ LT
ﬂnt:lﬂh membaca dan mempertim hangkan perayatasn keheratan selenghapnys
vang disjuloan ﬂ].-l!-i'.':.
"‘-.'-Iﬂl.ﬂ.
Frlrrjann
Alamat !
W0, Regisiras
Eabaratan
Alasan
kebaratnn
Dan membaca hu,mi wi konseluens: yang dilakukan oleh v
galan PPID [hapuyo dbeontumtban apabils zebefumnpa PPID relokuboan, uf

konsekuensi terhadap permohonan mformas).

Dan vorpk it memanntahkan kepada weie eplnbon PRID Lnful
Feined  gelambar-lambatooea
ez, seink diterbitknnnyn tangeapan. mi.

[tempat), (mogenl, bulen, iqhunl

Atnzan FFID
Ird

Nama, Jabatan & Tanda Tangan



—Bi}-

Keterangan:
" Diisi dengan nomor tanggapan keberatan.
e Diisi dengan jabatan Atasan PPID di pengadilan/satuan kerja

tersebut, Contoh: Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.

e Diisi dengan nama pengadilan/satuan kerja tersebut, Contoh: PN
Surabaya.

i Diisi dengan jabatan PPID, Contoh: Panitera/Sekretaris PN
Surabaya.

wesxd  Diisi dengan tanggapan Atasan PPID atas keberatan yvang diajukan
oleh Pemohon.

wexxxr Diisi dengan tindakan yang periu untuk dilakukan oleh PPID
untuk melaksanakan tanggapan Atasan PPID atas keberatan vang
disampaikan oleh Pemohon. Contoh; Menyerahkan salinan
informasi yvang diminta Pemohon, atau mengembalikan kelebihan
biaya perolehan informasi yang sudah dibayar oleh Pemohon
|apabila keberatan berkaitan dengan biaya perolehan informasi),
dst.



LAvmsta 4 vl
Feiusua

Loga .. [Nama Pengadilan/Satuan Kerja) ‘ ——
Pengadilan .. [alamat, nomor telepon, fmkeimil amail]

TANGGAPAN ATAS KEBEERATAN
Nomor ____ *

?ang bertands mﬂ#.u di bawah ini:

Nasma

Jﬂbﬂtm : **, selaitu
Atazan, PPID di i

Setelah membaca dan mampartimbangkan pernyataan keharatan salengkapnys
vang digjukan oleh:
Alamaz =
No. Registrasi -

.........

Dan membaca bhagil uji konsekuensi yang dilakukan cleh -
selaky FPID (Aanye dicantumban mpakin sehehunnye PPID meipkukar uf
Fansckuens tevhadap permohonan fmmas.

‘embenkan tanggapan atas keberatan fersebut sebaga: berdout

by 8

Dan unruk it memerinsahcan kepada =wew splnboy PPID unnle
resnes  aslambar-lembatngs hari

kerja sgiak diterbitkannyn tanzeapan o,

jrempats, (rangeal. bulan, Em:;u

Selalm

Atmsan PPID
Trd

Nama_ Jabatan & Tands Tangen
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Keterangan:

ol

Trird

EE L]

W

ki

Diist dengan nomor tanggapan keberatan.

Diisi dengan jabatan Atasan PPID di pengadilan/satuan Kerja
tersebut. Contoh! Ketua Pengadilan Neger: Surabaya.

Diisi dengan nama pengadilan/satuan kerja tersebut. Contoh: PN
Surabava.

Diisi dengan jabatan PPID. Contoh: Panitera/Seckretaris PN
Surabaya.

Diigi denpan tanggapan Atasan PPID atas keberatan yang diajukan
oleh Pemohon.

Diisi dengan tindakan yang perlu untuk dilakukan oleh PPID
untuk melaksanakan tanggapan Atasan PPID atas keberatar yang
disampaikan oleh Pemohon. Contoh: Menyerahkan salinan
informasi yvang diminta Pemohon, atau mengembalikan kelebihan
biaya perolehan informasi yang sudah dibayar oleh Pemohor
(apabila keberatan berkaitan dengan biaya perolehan informesij,
dst.




Logo

Pengadilan

e

5T -

LAMPIRAN XI : KEPUTUSAN KETUA MAHEAMAH AGUNG
REPUEBLIK INDONESIA
NOMOR . 2-144/KMA/SK/VHI/ 2022
TANGGAL | 30 Agustus 2022

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENS!

NOMOR... TAHUN ...

Pada hari inl, ......commemns tanggal.......... bulan.......— tahun.......... bertempat di. telah dilakukan Pengujlan
Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel df bawah [ni:
Informasi Dasar Hukum onseduensly Fertimbangan Bagl Fublik Jangka Wakiu
{Berfsi Informasi Penpecualian {berist urafan konsekuensi/pertimbangannyva) (disebutkan jangka waktunya)
tertenty yang Informasi Dibulka Ditutup

dikecualikan]




-HH-

Bahwa Penpgujlan Konsekuens| sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

MNo

Nama

Jabatan

Unit Rerja

1

i
3.0st

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

(Tempat], (tanggal, bulan, dan tahun)
Pejabat Pengelola Informasi dan Dolkumentasi (PPID)

'. i -V‘h A u. AGUNG
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LAMPIRAN XII ;. KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

REFPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2-144 /KMA/SK/VII/2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022

Logo
Pengadilan

KEPUTUSAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(Ditulis Nama Pengadilan)

NOMOR...TAHUN....
TENTANG

ELASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG

bahwa Informasi Publik bersifat terbuka
dan dapat diakses oleh setiap Pengguna
Informasi Publilk.

bahwa Informasi Publik vang Dikecualikan
bersifat ketat dan terbatas.

bahwa untuk memenuhi hak setiap
Pemohon Informasi Publik badan publik
wajib membuat pertimbangan tertulis gtas
setiap kebijakan yang diambil.

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf ¢ maka periu
menetapkan Pcnctapan Pejabalt Pengelola
Informasi dan Dokumentasi tentang

Klasifikasi Informasi yvang Dikecualikan



-g)-

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
Lentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik yvang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Pelavanan Publik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021

tentang Standar Layanan Informasi Publik;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-
144 /KMA /SK/ VI /2022 tentang Standar
Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor .......... Tahun



MENETAPKAN

KESATU

KEDUA

91-

KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN.

Informasi sebagaimana disebutkan pada
lampiran ...... ini merupakan Informasi yang

Dikecualilcan.

Lembar Pengujian Konsekuensi  Nomor....
Tahun........ yvang tercantum dalam lampiran
cereneneeomerupakan bagian tidak terpisahkan

dari Penetapan ini.

[Tempat), {tanggal, bulan, dan tahun)
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID)

AHKAMAH AGUNG
(a7 ONESIA,

MAD SYARI DIN
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LAMPIRAN XIII : KEPUTUSAN KETUA MAHEAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/ 2022
TANGGAL : 230 Agustus 2022

Loge
Pengadilan
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSIATAS PENGUBAHAN ELASIFIEAS] INFORMASIYANG DIKECUALIKAN
MOMOR. ... TAHUN
Pada harl Inl, iemsam. tanggal. cie. 7111 — tahAN— e bertempat di .. ..o telah dilakukan Pengubahan

Klazifikas| terhadap Informasi yvang Dikecudlikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Dasar Hukum Ennsekuennf[“eﬂ‘tmh:ngan Bapi Publik jangka Waktu
yang Pengecualian (berisi urafon konsekuensi/pertimbangannyal [disehutkan fangka
Dikecuslikan waktuhya)
semula | Mengubahan Pertimbangan Sebelumnya Pertimbangan
Pengubahan
Dibuka “Ditutup Ditutup




-03-

Bahwa Penpguilan Konzekuens! atas Penpubahan Klasifikasl Informasi vang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan
olah:

No Nama Jabatan Tnlt Kerfa TID
1
;
3.Dst

Demikian Pengujian Konsekuensl atas Pengubahan Klasifikasl Informast vang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian,

(Temnpa), {tanggal, bulan, dan tahun}
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
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LAMPIRAN XIV : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2-144/KMA/SK/ VI 2022
TANGGAL ; 30 Agustus 2022

Liovgo
Pengadilan

KEPUTUSAN

PEJAEAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(Ditulis Nama Pengadilan)
NOMOR.... TAHURN....
TENTANG

PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR....... TAHUMN. ........ TENTANG
KLASIFIKAS] INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG

MENGINGAT

.

d.

bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat
diakses oleh setltap Penggunan Informasi Publik.
bahwa Informasi Publik yvang Dikecualikar bersifat
ketat dan terbatas.

bahwa terhadap Informasi yang Dikecualikan
berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola Iaformasi
dan Dokumentasi Nomor.. Tahun........., dasgar
hukumatas dike-cualikannya Informasl tertentu
perludilakukan pengubahan.

bahwa berdasarkan pertimbangsn
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan
huruf ¢ maka perlu  ditetapkanPenetapan
Pengubahan Klasifikasi Informasiyang

Dikecualikan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3



MEMPERHATIKAN

!'_.rl

3.

-95-

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informas1 dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksansan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-
144/ KMA/SKE/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan
Informasi Publik di Pengadilan;

Penetapan PPID Nomor.. Tahun... tentang
Pengeculian Informasi.....

. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor.. Tahun...

Lembar Pengujian Konsekuensi Atas Pengubahan
Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomaor..

Tahun ...



MENETAPKAN

RESATU

KEDUA

s Tom

MEMUTUSKAN
PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN TERHADAF PENETAPAN PPID NOMOR ..
TAHUN.. TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN
Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiranini

merupakan Informasi yang Dikecualikan.

Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan
Klasifikasl formasi yvang Dikecuallkan Nomor... Tahun
vangtercantum dalam Lampiran .. merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Tempat), (tanggal, bulan, dan tahun)
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID]

Mama, Jabatan & Tandatangan
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LAMPIRAN XV : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REFURBLIK INDONESIA
NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIIl /2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022

1 -. [Nama Pengadilan /Satuan Kerjal
G ... [alamat, nomor telepon, faksimili, emadl)
Fangadilan
LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI
Periode: Januari - Desember .., [diisi dengan tahun]
A. RINGEABAN LAPORAN

[diisi dengan deskripei naratif, termasuk angka apabila diperlhulkan]

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI
1. Barana dan Pragarana

|dilsi dengan deskripsi naratf, termasuk angka apabila diperlulzan)]



2. Bumber Daya Manusia

-B8-

[diisi dengan deskripsi naratif, termasuk angka apabila diperhiloan|

3. Anggaran

jdiisi dengan deskripsi naratif, termasuk angka apabila diperlulean)

C. DATA PELAYARAN INFORMASI

Janiz Informasi Jumlah Walttn Rata- Jumlan Permohonan Jumilah Alazan Permohonan yang Ditolak™"
Permchonan Rata yang Dileabulkan Permohonan
¥ Pelavanan®® _Ecp:uu%myﬂ Sebagian | yang Ditolak Rahasia Helum Lainnya

_ Dikuasai/Seleaai
[ Ferkara & Putusan
| Repepawaian

Perygawasan &

Pendiziplinan

Anggaran & Aset

_EE;EE‘
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. Jumilah total permohonan informasi untulk setiap jenis informasi yang dimohonkan

** o Diisi dengan rata-rata waktu [hari] yvang diperiukan pengadilan untuk melayvani permobonan informasi sesual dengan jenis informasi
yang dimohonkan, sejak permohonan diregister sampal dengan informasi diberikan kepada pemohon {jika informasi diberikan) atan
pemberitahuan tentang penolakan permohonan (Jika informasi ditolak)

“** Alasan permchonan informasi yang ditolak, apakah karena alasan informasi yvang diminta terkasuk kategori informasi rahasia, atan
informasl yang dapat diakses publik namun informasi tersebut belum dikuasa atau belum selesai dibuat {misal masih diketik), atau

alasan lain.

e Jumlaeh total dari mesing-measing kolom

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMAEI

Jenia Informaai Jumleh Tanggapan Atagan FPID| Penyelegaian Hasil Mediasi di Status Puhusan Komisi Informaa®
Permohonan &tas Penolakan®* Bengketa ke Eomisi
Keberatan® Homisi Informasi**™
Menerima | Menolak Informas** | Berhasll| Gagal Menguathkan Menpuatkan
Pengadilan Pemohon
Inf .
Perkara & Putusan
Eepegawaian
Penpgawasan 5
Pendisiplinan
Anggaran & Aset
[ Tainnva
-T’H'III“ [TZ]

] Diisi dengan jumlah Pemohon informasi yang mengajukan keberatan kepada Atasan PPID atas ke

putusan PPID

**  Diisi dengan jumlah tanggapan Atasan PPID yang menerima atau menolak permohonan keberatan Pemohon informasi

=** Diisi dengan jumlah pemohon vang tidak puas dengan tanggapan Atasan PFID dan mengajulkan permohonan pengelesaian sengiceta e
Komisi Informasi

s#=¢ Dilei dengan jumlah proses mediasi di Komisl Informasi yang berhasil mencapai kesepakatan dan yang gagal

“aedt Difsi dengan jumlah putiusan Komisi Informasl yang menguatican tanggapan Atasan PPID (pengadilan) dan yang menguatkan Permohon

Informasi

wessis fumlah total darl masing-masing kolom.
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E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI

|diisi dengan deskripai naratif, termasuk angka apabila diperhukan|

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGHEATHKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI.

|diisi dengan deskripai paratif, termasuk angka apabila diperiakan|
Tempat], [tanggal, bulan, dan tahun)
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi [PPID]

Nama, jabatan & Tandatangan




Logo
Pengadilan
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LAMPIRAN XVI :

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022

STRUKTUR PELAKSANA LAYANAN INFORMASL DAN DOKUMENTAST

Dieaimh
Pertimbangan

Atasan PPID

PPID

Pelugas Layanan

PPID Peloksana

Imfarrmasi
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LAMPIRAN XVII : KEPUTUSAN KETUA MAHEKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2-144 /JEKMA/SK/VII/2022
TANGGAL ap Agustus 2022

MAKLUMAT LAYANAN [NFORMAS] PUBLIK

Lega
Pengadilan

PEJABAT PENGELOLA INFORMAS] DAN DOKUMENTASIT
............ (Diisi Moma Pengadilan)

MAKLUMAT LAYANAN INFORMAST PUBLIK

FEJABAT FENGELOLA INFORMAS] DAN DOKUMENTASI SIAF MEMBEERTHAN FELAYANAN INFORMAST FUBLIK
SECARA CEPAT, TEPAT WAKTU, DEHBIAYA RINGAN DAN SEDERHANA SESUAT DENGAN EETENTUAN

PFERATURAN FERUNDANG-UNDANGAN

Tempat], (tangesl, bulan, dan tahun)
Pejabatl Pengelola Informasi dan Dokumentasi [FPID|

MR TLIAMAT A H AGUNG
: FONESIA,




